* SALINAN

PRESIDEMN
REPUBLIE INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR I TAHUN 2022
TENTANG

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT

Menimbang :

SK No 104172 A

DAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa Negara Kesatuen Republik Indonesia dibagl atas

dacrah-decrah provinsi den daerah provinsi itu dibag
atas kabupaten dan kota, vang tap-tiap provinsi,
kabupaten, dan keota itu mempunyai pemerintahan
daerah;

. bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan;

. bahwa untuk menclpiakan alokasi sumber daya nasional

yvang efekti{ dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan
keunngan antarn pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

. bahwa sesuai dengan Pasal 1BA ayat (2} Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan
wevangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya
alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat
dan pemerintahan daerah diatur dan dilaiesanakan
aecara adil dan selaras berdasarkan undang-undang;

. bahwa sesuail dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pajak dan
pungutan lain yang beraifat memaksa untuk keperiuan
negara diatur dengan undang-undang;

. bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah perlu  disempurnakan sesumi
dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan
desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti;

g. bahwa . . .
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g bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Dacrah dan Retribusl Daerah perlu disempurnakan
scsuni dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan
desentralisasi fiskal, sehingga periu digant;

h. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  schagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, perlu
membentuk  Undang-Undang tentang  Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

: Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A ayat (2), Pasal 188,

Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Desar Negara
Republik Indonesia Tahun [945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN

SK No 104020 A

ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN
DAERAR.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hubungan Kesuangan anlara Pemerinigh Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  adalah  suatu  sistem
penvelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan
kewajiban keuvangan antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil,
transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan
undang-undang.

2. Pemerintah . . .
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Pemerintah Pusat yang sclanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
yang dibaniu oleh Wakil Presiden dan menteri
schagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik indonesia Tahun 1945,

Menteri adalah menteri vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.

Femerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rokvat deerah menurut asas olonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia schagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah vang memimpin
pelaksanasn wrusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah glonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disinglkat DPRD adalah lembags perwakilan rakvat
daerah yang  berkedudukan  scbapai  unsur
penyvelengrara Pemerintahan Daerah.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah
adalah kesatuan masyarakal hukum yvang mempunyai
batas-batas wilayah vang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan  kepentingan
masvarakar setempat menurut prakarsa  sendin
berdasarkan aspirasl masyarakat dalam =sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi  kewenangan — Presiden  yang
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara
dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk
melindungi, melayani, memberdavakan, dan
menyejahterakan masynrakat.

Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi
atau bupati bagi Dacrah kabupaten atau wali kota bagi
Dacrah kota.

10, Badan . . .
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Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disinghkat
BUMD adalah badan usaha vang seluruh atau sebagian
besar modalnve dimiliki oleh Daecrak.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban
negara vang dapat dinilal dengan uang, scrta segala
eesunty, baik berupa vang maupun berupa barang vang
dapat diyadikan mililk negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penerimaan Daerah adalah uang vang masuk ke kas
Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semus hak Deerah yang
dinkui sebagal penambah nilai kekayaan bersibh dalam
perode tabun anggaran yang bersangkutan.
Belanja Dacrah adalah semua kewajiban Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayvann bersih dalam
pertode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pembiayaan adalah sctiap penerimann yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran vang akan
diterima kembali, balk pada tahun anggaran yang
bersangkutan meaupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yvang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rokyat.

Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnva disingkal APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan
Daerah.

Feraturan Dacrah yang selanjutnya disebut Perda atau
yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi
dan Perda Knhupaten/Kota.

Peraturan Kepala Dacrah yvang sclanjutnya discbut

Perknda adalah peraturan gubermur dan peraturan
bupati fwali kota,

Pendapatan Asli Daecrah yvang selanjutnya disinglkat
PAD adalah pendapatan Dacrah yang diperoleh dari
pajak daerah, retnbusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan dacrah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah vang sah sesual dengan
peraturan perundang-undangan.

21. Pajak . . .
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Fajak Daerah vang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Deerah vang terutang oleh
orang pribadi ateu badan yang bersifal memaksa
berdasatkan  Undang-Undang,  dengan  tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah  bagi  sebesar-besarmya
kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian zin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan,

Subjek Pajak adalah erang pribadi atau badan yang
dapat dikenal Pajak,

Wajih Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
vang mempunyal hak dan kewajiban perpajakan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan /menikmati  pelayanan barang, jasa,
dan/atau perizinan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundsng-undangan diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut retribusi tertentu,

Badan adalah selkumpulan orang dan /atau modal yang
merupakan kesatuan, balk yang melakukan usaha
maupun vang bdak melakukan usaha yang meliputl
perscroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan
ugaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa
pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasl sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak
mvestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
PKB adalah Pajak  atas  kepemilikan dan/atau
penguasann kendaraan bermaotor,

29. Bea ...
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Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat BENKB adalah Pajak atas penyerahan hak
milik kendaraan bermotor schagai akibat perjanjian dua
pihak atau perbuatan sepihok atsu keadsan yang
terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan,
atau pemasukan ke dalam badan usaha,

Kendarann Bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis
jalan darat alau kendaraan yang dioperasikan di air
vang digerakkan cleh peralatan teknik berupa motor
atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah
suntu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga
gernk kendaraan bermotor yang bersangkutan,

Pajak Alat Berat yang sclanjutnya disingkat PAB adalah
Pajak atss kepemilikan den/atau penguasaan alat
berat.

Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu
pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya
yang sifatnya beral apabila dikerjakan oleh tenaga
manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau
tanpa roda, tidak melekai secara permanen serta
beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapl tidak
terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan,
dan pertambangan,

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang sclanjutnya disingkat PBB-F2 adalah Pajak atas
bumi dan/ateuz bangunan vang dimiliki, dikoasai,
dan fatau dimanfantkan oleh orang pribadi atau Badan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau

dilekatkan secarz tetap di atas permukaan Bumi dan di
bawah permukaan Bumi.

Nilai Jual Objek Pajak vang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata vang diperoleh dari transaks:
jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis,
atau nila perplehan bara, atau NJOP pengganti,

37. Bea ...
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Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
sclanjutnya disingkat BPHTH adalah Pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Peralehan Hak atas Tenah dan/atau Bangunan adalah
perbualan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperclchnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh
arang pribadi ataw Badan.

Hak atas Tanah dan/fatau Bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di
atasnya, schagaimana dimaksud dalam undang-
undang di bidang pertanahan dan Bangunan,

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas
penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat
Berat.

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat BBKD adalah semua jenis bahan bakar cair
atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor
dan Alat Berat.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang sclanjutnya
disingkat PEJT adalah Pajek vang dibavarkan oleh
konsumen akhir ntas konsumesi barang dan/atau jasa
tertsntu.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa
tertentu yang dijual dan/atnu  diserahkan kepada
konsumen akhir.

Makanan dan/ataun Minuman adalah makanan
dan/atau minuman yang disediakan  dijual dan/atau
diserahkan, baik secara langsung maupun tidak
langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan
dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang
dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang
didistribusilan untuk bermacam peralatan listrik.
Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi
vang dapatl dilengkap: dengan jasa pelavanan makan
dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas
lainnya.

48. Jasa . . .
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Jasa Parkir adalah jasa penyvediaan atau
penyelenggparaan tempat parkir di luar badan jalan
dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk
ditempatkan di area parkir, baik yang disedinkan
berkaitan dengan pokok usahs maupun yang
disediakan sebagal suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan
alau  penycienggaraan semua  jenis  tontonan,
pertunjukan, permainan, kelangkasan, rekreasi,
dan/atau keramalian untuk dinikmati.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan
reklame.

. Reklame adalsh benda, alat, perbuatan, atau media

yang bentuk dan cormk ragamnya dirancang untuk
tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau menark perhatian umum
terhadap sesuatu.

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP
adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan
air permuksaan.

Air Permukaan adelah semua air yang terdapat pada
permukaan tanah.

Pajak Rokok adalah pungutan stas cukai rokok yang
dipungut oleh Pemerintah,

Pajak Air Tanah yang selanjutnyns disingkat PAT adalah
Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan
tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak
atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan
batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di
permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan
batuan scbagatmana dimaksud di dalam peraturan
perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

39. Pajak . . .
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Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan danfatau pengusahaan sarang burung
walet.

Burung Walet adalash satwa vang termasuk marga
collocalia, yaitu collocalin fuchliap haga, collocalia
maxeng, collocalio esculanta, dan collocalia linchi.
Opsen adalah pungulan tambahan Pajak menurut
persentase tertentu,

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor vang selanjutnya
disebut Opsen PXB adalah Opsen yang dikenakan oleh
kabupaten/kots atas pokok PKB sesuai dengan
ketentuan persturan perundang-undangan.

Opsen Bea Ballkk Nama Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disebut Opsen BBNKE adalah Opsen yang
dikenakan oleh kebupaten/kota atas pokok BBNKB
sesual  dengan  kelentuan peraturan  perundang-

undangan.

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan vang
selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen
vang dikenakan eleh provinsi atns pokok Pajak MBLB
sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Tahun Pajak adalah jangka waktu vang lamanya 1
(satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yvang tidak sama dengan
tahun kalender.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfantan umum serta dapat dinikmati olch orang
pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari
keuntungan karena pada dasamya dapat pula
disediakan oleh scktor swasta,

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang
pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan
atas kegintan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
gsumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau
fasilitas tertentu guna melindungl kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan.

69 Transfer . . .
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. Transfer ke Daerah yang eelanjutnya disingkat TKD

adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan
bagian dari belanja negara vang dialokasikan dan
disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah
dalam rangka mendanai -penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
bagian darl TKD yang dialokasikan berdasarkan
persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan
kinerja  tertentu, yvang dibagikan kepada Dacrah
penghasil  dengan tujuan untuk  mengurang
ketimpangan fakal antara Pemerintah dan Daerah,
serta kepada Daerah lain nonpenghagil dalam rangka
menanggulangi cksternalitas  negatif dan/atau
meninghkatkan pemerataan dalam satu wilayah,

Dana Alokasi Umum yang sclanjutnya disingkat DAU
adalah bagian dari TKD yvang dialokasikan dengan
fujuan  mengurangl  ketimpangan — kemampuan
keuangan dan lavanan publik antar-Daerah.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan
tujuan untuk mendanal program, kegiatan, dan/atau
kebijekan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan
membantu  operasionolisasi  layanan publik, yang
penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah, '

Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD vang
dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai
pelaksanaan ctonomi kKhusus sebagnimana ditetapkan
dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus,

Dana Keistimewaan Daerah [stimewa Yogyvakarta yang
selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah bagian
dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan
Keistimewaan Daerah [stimewa Yogyakarta
schagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang
mengenal keistimewaan Yogyvakarta.

Dana Desa adalah bagian dan TKD yang diperuntukkan
bagl desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan
penyelenggaraan pemeriniahan, pelaksanaan
pembangunan, pemberdaysan masyarakat, dan
kemasyarakatan,

76, Keuangan
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Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapal dinilal demgan uang seria segala
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Dacrah tersebut.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimann
dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode
ANEEATEN.

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap pencrimaan
Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnva.

. Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah

vang dilkat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan
dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan
Daerah menerima sejumilah uang atau menerima
manfant yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga
Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar
kembali,

. Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa

pengakuan utang yang diterbitkan aoleh Pemerintah
Daerah.

Sukuk Daerash adalah surat berharga berdasarkan

prinsip syariah sebagal bukti atas bagian penyertaan
aset Sukuk Daerah vang diterbitkan oleh Pemerintah
Draerah.

. Sinergi Pendanaan adalah sinerg sumber-sumber

pendanaan dari APBD dan selain APBD dalam rangka
pelaksanaan program  prioritas naszional dan/atau
Daecrah.

. Dana Abadi Daerah adalah dana vang bersumber dari

APBD vang  bersifat abadi dan dana hasil
pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Dacrah
dengan tidak mengurangi dana pokok.

Pasal 2

Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Dacrah meliputi:
a. pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan

SK No 104029 A
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b. pengelolaan TKD;

c. pengelolaan Belanja Daerah;

d. pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan
Daerah; dan

e, pelaksanaan sinergi kebijnkan fiskal nasional.

Pasal J

Prinsip pendanman untuk penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi;

&. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Dacrah didunai dari dan atas beban APBD;
dan

b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah di Deerah didanai dari dan atas
beban APBN.

BAB I
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Baginn Kesatu

Pajak
Paragraf |
Jenis Pajak

Pasal 4

(1) Pajak vang dipungut oleh pemerintah provinsi terdin
atas:
a. PKB;
b. BBNKR;
c. PAB;
d. PBBKB;
e. PAP;

. Pajak Rokok; dan
g. Opsen Pajak MBLE,

[2) Pajak vang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota
terdiri atas;
n. PBB-P2;
b. BPHTE;
c. PBJT;

d. Pajak ..

SK No 104030 A
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Pajak Reklame;

PAT,

Pajak MBLE;

Pajak Sarang Burung Walet;
Opsen PKB; dan

Opsen BENKB,

(3} Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dipungut oleh Daerah yang sctingkat dengan Daerah
provinst yang tdak terbagi dalam  Daerah
kabupaten/kota olonom.,

~Tmosn

Pasal 5

{1) Jerus Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1] huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huraf & serta Pasal 4
ayatl (2) huruf a, huruf d, huraf e, huruf h, dan huruf i
merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Kepala Daerah.

(2) Jeniz Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huraf d, huruf f, dan hurf g seria Pasal 4 ayat (2)
huruf b, heruf ¢, huruf [, dan hurufl g merupakan jenis
Pajak vang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri
oleh Wajib Pajak.

i3] Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan
jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat
pemberitahuan pajak terutang

(4) Dokumen yang digunakan sebagal dasar pemungutan
jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara
lain adalah surat pemberitahuan pajak dacrah.

(3) Dokumen  surat  pemberitahuan  pajak  daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan
benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak

kepada Pemerintah Daerah sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Fasal 6

[1) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1} dan
ayat (2).

(2] Jenis . . .
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(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayar
(1) dan ayat (2] dapat tidak dipungut, dalam hal:
a. potensinya kurang memadai; dan /atau

b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk
tidak memungut

[3) Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud
pada aynt (2] ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan
Retribusi.

Paragraf 2
PKB

Pesal T

[1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/stau penguasaan
atas Kendaraan Bermotor,

{2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1] adalah
Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah
provinsi sesuni dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

{3) Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana
dimaksud pada ayat |1} adalah kepemilikan dan/atau
penguasaan atas:

a. kereta api;
b. Kendaraan Bermotor yang semala-mata digunakan
untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendarsan Bermotor kedutasn, konsulat, perwakilan
negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-
lembagn internasional yang memperoleh fasilitas
pembebasan Pajak dar Pemerintah;

d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
¢. Kendaraan Bermotor lainnya vang ditetapkan dengan

Perda.
Pasal B

{1} Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang
memilikl dan/atau menguasal Kendaraan Bermotor,

{2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang
memilik: Kendaraan Bermotor,

Pasal9 ...
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Pasal 9

(1) Dasar pengenaan PKB adalah hasi] perkalian antara 2
{duaj unsur pokok, yaitu:
n. nilaj jual Kendaraan Bermotor; dan
b. bobot vang mencerminkan secara relatifl tingkat
kerusakan jalan dan/atan pencemaran lingkungan
akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

(2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan
Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual
Kendaraan Bermotor.

(3} Nilai jual Kendarsan Bermotor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan avat (2) direntukan berdasarkan
harga pasaran umum atas suntu Kendaraan Bermotor,

(4} Nilai jual Kendarsan Bermotor sebagnimana dimaksud
pada ayat (3] ditetapkan berdasarkan harga pasaran
umum pada mingge pertamz bulan Desember Tahun
Pajak sebelumnya.

(=) Harga pasaran urmum sebagaimana dimaksud pada ayat
(3] adalah harga rata-rata yang diperoleh dan berbagai
sumber data yang akurat.

{6) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan
Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor
dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh
faktor-faktor:

a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder
dan/atau satuan 1enaga yang sama;

b, penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau
pribadi;

¢. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan
Bermotor yang sama;

d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan
Kendaraan Bermotor yang sama;

e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat
Kendarnan Bermotor;

{. harga XKendarsan Hermotor dengan Kendaraan
Bermotor sejenis; dan

g harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen
pemberitabhuan impor barang.

[7) Babot . , .
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(7) Bobot sebagaimana dimalsud pada avat (1) huruf b
dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagal
berikut:

a, koefisien sama dengan | {satu) berarti kerusakan jalan
dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan
Kendarsan Bermotor terscbut dianggap masih dalam
batas toleransi; dan

b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan
jalan  dan/atan pencemeran  lingkungan  oleh
penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap
melewat! batas toleransi.

[8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung
berdasarkan faktor-faktor:

a, Tekanan gandar, yang dibedakan aias dasar jumlah
sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;

b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang
dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau
jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis
encrgi terbarukan; dan

¢. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri
mesin | Kendaraan Bermotor yang dibedakan
berdasarkan isi silinder.

(9] Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat |2} dinvatakan dalam suatu tabel vang
ditetapkan dengan ketentuan:

A untuk Kenderaan Bermotor baru ditetapkan dengan
peraturan menter] vang menvelenggarakan Urusan
Pemerintahan dalam negeri setelah mendapat
pertimbangan dari Menten; dan

b. untuk selain Kendarann Bermotor baru ditetaplan
dengan peraturan gubernur berdasarkan peraturan
menteri yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan
penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

{10)Dagar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat

{9} ditinjau kembali paling lama setiap 3 [tiga) tahun
dengan  memperhatikan  indeks  harga  dan
perkembangan perckonomian.

Pasal 10, ..
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Pasal 10

[1} Taril PKB ditetapkan sebagal berikut:

8. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan
Bermaotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% [satu
koma dua persen); dan

b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan
Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan
aecara progresif paling tingei sebesar 6% [enam
persen).

(2} Khusus untuk Daerah vang setingkat dengan Daerah
provinsi yang tidak terbagi dalam  Daerah
kabupaten /kota ctonom, tarf PKB ditetapkan sebagai
berikut:

8. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan
Bermotor pertama paling tinggi scbesar 2% (dua
persen); dan

b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan
Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan
secara progresif paling tinggl sebesar 108 (scpuluh
persean).

{3) Tarif PKB atas kepemilikan dan/alau penguasasn
Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan
umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah,
ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan,
lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan
Pemerintah Daerah, ditetapkan paling tinggl 0,5% ([nol
koma lima persen).

(4] Kepemilikan Kendaraan Bermaotor didasarkan atas nama,
nomor induk kependudukan, dan/atau alamar vang
SAM.

2] Tanf PKB scbagaimans dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (3) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 11

(1} Besaran pokok PKB vang terulang dihitung dengan cama
mengalikan  dasar pengenaan PKB  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) dengan tarif PKB
sebagnimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).

(2] PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat
Kendaraan Bermotor terdaftar.

(3) PKB ...
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(3) PKB dikenakan untuk 12 jdua belas) bulan berturut-
turut terhitung scjak tanggal pendaftaran Kendaraan
Bermaotor.

Paragraf 3
BENKB

Pasal 12

(1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas
Kendarsan Bermaotor.

(2] Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di
wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

|3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1] adalah penyerahan atas:

a. kereta api;

b. Kendarsan Bermotor yang semata-mata digunakan
untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

¢. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan
negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga
internasional yvang memperoleh fasilitas pembebasan
pajak dari Pemerintah;

d. Kendaraan Bermator berbasks energl terbarukan; dan

3 E:r:iaman Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan

(4) Termasuk penyerahan Kendarann Bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) sdalah pemasukan Kendaraan
Bermotor dar luar negeri untuk dipakal secara tetap di
Indonesia, kecualy:

a. untuk diperdagangkan;

b. untuk dikeluarkan kemball dar wilayih kepabeanan
Indonesia; dan

¢, digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh,
dan kegiatan olahraga bertaral internasional,

[3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4] huruf
b dan huruf ¢ tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas)
bulan berturut-turut  Kendaraan Bermotor tidak
dikelunrkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Pasal 13 , . .
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Pazal 13

(1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan
vang menerima penverahan Kendaraan Bermotor,

(2] Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan
vang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor,

Pasal 14

Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan
Bermotor yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemernntahan dalam negeri dan
peraturan gubernur sehagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat [9)

Ppsal 15

(1) Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggl sebesar 12% (dua
belas persen).

(2) Khusus untuk Daecrah yang setingkat dengan Dacrah
provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten /kota
otonom, tarif BENKB ditetapkan pabng tinggi sebesar
2006 {dua puluh persen),

{(3) Tarif BBNKB scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat {2} ditetapkan dengan Perda,

Pasal 16

{1} Besaran pokok BBNKE yvang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 dengan tarif BBNKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat {3).

|2} BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat
Kendaraan Bermotor terdaftar.

{3) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran
Kenderoaon Bermotor,

(4} Bukti pembayaran BENKE menjadi persyaratan dalam
pendaltaran Kendaraan Bermotor baru sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 . ..
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Faragraf <
FAR

Pasal 17

(1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan
Alat Berat,

(2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud
pade ayat (1} adalah kepemilikan dan/atau penguasaan
atas:

a. Alat Berat wvang dimiliki dan/stau  dikuasai
Pemerintak, Pemerintah Daerah, dan Tentara
Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasal kedutaan,
konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal
balk dan lembaga internasional yang memperoleh
fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan

e. kepemilikan dan fataw penguasaan Alat Berat lainnya
yang diatur dalam Perda.

Pasal 18

1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang
memiliki dan/atay menguasal Alat Berat,

(2} Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang
memiliki dan/atau menguaaai Alat Berat.

Pasal 19

(1] Dasar pengenaan PAB adalah nilei jual Alat Berat.

(2] Nilal jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan barga rata-rala pasaran umum Alat Berat
yang bersangkutan.

(3) Harga rata-rata pasaran umum scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata
vang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat

pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak
sebelumnya.

(4) Penetapan . . .

SK No (04038 A
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{4} Penetapan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam peraturan menter! yang
menyelenggarnkan Urusan Pemerintahan dalam negeri
setelah mendapat pertimbangan dard Menteri.

(3} Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada avat
(1) ditinjau kembali paling lama sctiap 3 (tiga) tahun
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.

Pazai 20

(1] Tarif PAB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma
dua persen|.

(2] Taril PAB sebagaimana dimaksud pada avat (1)
ditetapkan dengan Perda.

Pasal 21

{1] Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PAB  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat {4) dengan taril PAB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

(2] PAB yang terutang dipungutl di wilayvah Daerah tempat
peoguasaan Alat Berat.

Pasal 22

(1] PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat
terutang lerhitung sejak Wajlb Pajak diakul secara sah
memiliki dan/atau menguasai Alat Berat,

(2] PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat
dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 f(dua belas)
bulan berturul-turut,

(3) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat
dibavar aekaligus di muka.

(4) Dalam hal tenadi keadaan kahar yvang mengakibatkan
penggunsan Alat Berat belum sampai 12 (dua belas)
bulan scbagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak
dapat mengajukan restitusi atas PAB yang sudah dibayar
untuk parsi jangka waktu yvang belum dilalui.

(5| Ketentuan ...
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(5) Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara pelaksanasan
restitusi scbagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
dengan peraturan gubernur.

Paragral 3
PEBER

Pasal 23

Objek FPBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB
kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor,

Pasal 24
(1) Subjek Pajak PEBKE adalah konsumen BEBKB.

(2) Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan
penyedin BBXH yang menyerahkan BBKB.

(3} Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKR.

(4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
adalah produsen dan/atau importir bahan bakar

Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk
digunakan sendiri.

Pasal 25

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum
dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pasal Z6

{1} Tarif FBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
fsepulub persen).

(2) Khusus tarif PBEBKE untuk bahan bakar kendaraan
umum dapat ditetapkan paling tingg 50% (lima puluh
persen) dari tarifl PBBKE untuk kendaraan pribadi.

(3) Untuk jenis BBKB tertentu, Pemerintah dapat
menyesuaikan taril PEBXKEB yang sudah ditetapkan dalam
Perda dalam rangka stabilisnsi harga.

{4) Penyesuaian tarif PEBKB sebagaimana dimaksud pada
ayai (3] ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(5} Tarif. ..
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[5) Tarif PEBKB sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat [2) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 27

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan dasar pengenaan PBEKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 dengan tarif PEBBKB sebagaimana dimalsud

dalam Pasal 26,

Paragrafl 6
PAP

Pasal 28

{1} Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan
Air Permukaan.

(2} Yang dikecualikandari objek PAP adalah pengambilan
dan fatau pemanfaatan unruk:

keperluan dasar rumah tanggs;

pengairan pertanian rakoyat;

perikanan rakyat;

keperfuan keagamaan

kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air

laut baik yang berada di lautan dan/fatau di daratan

fair payau); dan

f. kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam Perda,

dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

mRn TR

Fasal 20

(1) Subjek PAP adalnh orang pribadi atau Badan vang
mclakukan pengambilan danjatau pemanfaatan  Air
Permukaan.

(2) Wajibh PAP adalah orang pribadi atac Badan wvang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Permubkaan.

Pasal 30

(1) Dasar Pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air
Permukann.

(2) Milad . ..
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[2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar
Alr Permukaan dengan bobot Air Permukaan.

[3) Harga dasar Air Permuknan ditetapkan dalam Rupiah
berdasarkan biaya pemeliharsan dan pengendalian
sumber daya Air Permukaan.

{4) Bobot Alr Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat
[2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling
sedikit atas faktor-faktor:

a. |okasi pengambilan air;
b. wolume air; dan
c. kewenangan pengelolaan sumber daya air,

(3) Besaran nilai perolchan Air Permukaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan
gubermur.

i6) Ketentuan lebih Janjur mengenai harga dasar Air
Permukaan dan bobot Alr Permukaan ditetapkan oleh
menteri yang menvelenggarakan Urusan Pemerintahan

di bidang pekerjaan umum  setelah mendapat
pertimbangan dari Menteri.

Pasal 3]
(1) Tarif PAP ditetapkan paling tinggi sebesar 10% [sepuluh
persen),

[2) Tarif PAP sebagaimana dimaksud pada ayat [1) ditetapkan
dengan Perda.

Fasal 32

{1} Besaran pokok PAP vang terutang dihitung dengan cara
mengalikan  dasar pengenaan PAP  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1] dengan tarif PAP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2],

(2} PAP yang terutang dipungut di wilayvah Daerah tempat Air
Permukaan berada.

Paragraf 7 . . .
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Paragral 7
Pajak Rokok

Pasal 33
(1) Objek Pajuk Rokok adalah konsumsi rokok,

[2) Rokok scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya
vang dikenal cukal rokok.

[3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] adalah rokok yang tidak dikenai
cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 34

(1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.

(2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik
rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin
berupa nomor pokok pengusaha barang kena culkai,

(3} Pajak Rokok dipungut cleh instansi Pemerintah vang

berwenang memungut cukal bersamaan dengan
pemungutan cukal rakok.

(4] Pajak Rokok vang dipungut oleh instansi Pemerintah
sebagalmana dimaksud pada ayat [3) disetor ke rekening

kas umum daerah provinsi secara proporsional
berdasarkan jumlah penduduk.

(9] Ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara pemungutan
dan penvetoran Pajak Rokek diatur dengan Peraturan
Menteri.

Pasal 35

Dasar pengensan Pajak Rokok adalah cukal yang ditetapkan
oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 16

Tarif Pajak Rokok ditetnpkan sebesar 10% (sepuluh persen)
dari cukai rokok.

Pasal 37 . ..
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Pasal 37

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 dengan tarif Pajak Rokok
schagaimana dimaksud dalam Pasal 36,

(1)

(2)

[3)

Paragraf 8
PBB-P2

Pasal 38

Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau Badan, kecual kawasan vang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan,

Bumi scbagsimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
permukaan Bumi  hasil keglatan  reklamasi  atau
pengurukan.

Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan,
dan fatau pemenfaatan atas:

a, Bumi danfatau Bangunan kantor Pemerintah, kantor
Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara
negara lainnya yang dicaial sebagai barang milik
negara atau barang milik Daerah;

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-
maza untuk melayani kepentingan umum di bidang
keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan
kebudayvaan nasional, yang tdak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan;

c. Bumi danfatau Bangunan yang semata-mata
digunakan wuntuk tempat makam (kuburan),
peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

d. Bumi yang merupakan hutan hndung, hutan suaka
alam, hutan wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah
negara yang beium dibebani suatu hak;

e. Bumi danfatau Bangunan yang digunakan oleh
perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik;

[ Bumi...
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. Bumi dan/alau Bangunan vang digunakan oleh
badan atau perwakilan lembaga internasional yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

g Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api,
moda raya terpadu (Mass Rapid Transd, lintas raya
terpadu [Light Radl Transiy, atau yang sejenis;

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya
berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh
Eepala Daerah: dan

l. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi
dan bangunan oleh Pemerintah.

Pagal 39

Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan
yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat
atas Bangunan.

Wajib Pajak PEB-P2 adaleh orang pribadi atau Badan
yang secora nyata mempunyvai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasal, dan/atau memperoleh manfaat
atas Bangunan.

Pasal 40
Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

MNJOP sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan
berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar
Rpl0.000.000,00 [sepulub juta rupiah) untuk setiap
Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih
dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten /kota,
NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
3] hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk
sctiap Tahun Pajak.

(5) NJOP . . .
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(5) NJOP vang digunakan untuk perhitungan PBB-P2
ditetapkan paling rendah 20% fdua puluh persen) dan
paling tinggi 100% [seratus persen) dari NJOP setelah
dikurangl NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat [3).

(6] NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
setiap 3 (tiga) tabun, kecuali untuk objek pajak tertentu
dapat ditetapkan setiap tahun sesuai  dengan
perkembangan wilayahnya.

[7) Besaran NJOP diletapkan oleh Kepala Daerah.

[8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2

sebagaimana dimaksud pads ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menter,

Pasal 41
(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi scbesar 0,5% (nol
koma lima persen).

(2) Tarll PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayar (1) vang
berupa lahan produksi pangan dan temnak ditetapkan
lebih rendah daripada taril untuk lahan lainnya.

{3} Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2] ditetapkan dengan Perda.

Pasal 42

Besaran pokok PBE-P2 yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PBB-P2  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat |5) dengan taril PBB-P2
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat {3].

Paszal 43

(1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (sam) tahun
kalender.

(2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang
rerutang acdalah menurut keadaan cbjek PBB-P2 pada
tanggal | Januarl,

(3) Tempat PBB-P2 vang terutang adalah di wilayah Daerah
vang meliputi letak abjek PBB-P2,

Paragral @ . . .



SK No 104064 A

*

g

FRE %I N
REPLISLIN (IMLNGNESIA

.20 .

Paragraf 9

Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan/atau Bangunan [BPHTB)

Pasal 44

(1) Objek BPHTB adelah Perolehan Hok atns Tanah dan/atau
Bangunan,

i2) Perclehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
schagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemindahan hak karena:

bl ol

o a W

jual beli;

tukar-menukar,

hibah;

hibah wasiat;

WATiS;

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
lain:

pemisahan hak vang mengakibatkan peralihan;
penunjukan pembeli dalam lelang

pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
keluatan hukum tetap,;

10, penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;

12, pemekaran usaha; atau
13. hadiah; dan
b. pemberian hak baru karena:

1
2

kelanjutan pelepasan hak; atau
di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayart (1) meliput:

(6)

e A0 R

hak milik;

hak guna usaha;

hak guna bangunan;

hak palkai;

hak milik atas satoan rumah susun: dan
nak pengelolaan.,

Yang dikecualikan dar objek BPFHTH adalah Perolehan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunean:

a. untuk. ..
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a, untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah,
penvelenggara negara dan lembaga negara lainnva
yang dicatar sebagai barang milik negara atau barang
milik Daerah;

b. oleh negara uniuk penyelenggarasn pemerintahan
dan/atau untuk pelaksanasan pembangunan guna
kepentingan umum;

e, untuk badan atau perwakilan lembagn internasional
dengan syarat tdak wmenjalankan usaha atau
melakukan keglatan lain di loar fungs! dan tugas
beden atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur
dengan Peraturan Menteri;

d. untuk perwekilan diplomatik dan  konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik:

e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak
atau karens perbuatan hukum lain dengan tidak
ndanyn perubshan nama;

f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

g oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk
kepentingan ibadah; dan

h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

{1} Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan
yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

i2) Wajib Pajak BFHTE adalah orang pribadi atau Badan vang
memperoleh Hak atas Tanah danf&tau Bangunan.

Pasal 46
{1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek
pajak.

{2) Nilai perolehan objek pajak schagaimana dimaksud pada
avat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. harga transaksi untuk jual beli;

b. nilai, ..
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b, nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat,
waris, pemasukan dalam persercan atau badan
hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan
peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan
hakim yang mempunysi kekuastan hukum tetap,
pemberian hak baru atas tanah sebagal kelanjutan
dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di
luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan
usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

€. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang
untuk penunjukan pembeh dalam lelang,

Dalam hal nial perolehan objek pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] tidak diketabui atau lebih rendah
daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak
bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan,
dasar pengenaan BPHTH yang digunakan adalah NJOP
yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan
banpgunan pada tahun terjadinya perolehan.

Dalam menentukan besaran BPHTA terutang, Pemerintah
Daerah menetapkan nilal perclehan objek pajak tidak
kena pajak sebagal pengurang dasar pengenaan BPHTB
schagaimana dimaksud pada ayat (1).

Besarnyva nilal perolehan objek pajak tidak kena pajak
ditetapkan paling sedikit scbesar Rp80.000.000,00
[delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama
Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya
BPHTB.

Delam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau wans
schagaimana dimalsud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a
angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang
masih dalam hubungan keluargs sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajal ke atas atau satu derajat ke
bawah dengan pemberi hibah wasiat atau  waris,
termasuk suami/istri, nilal perolehan objek pajak tidak
kenn pajak ditetapkan paling sedikit  sebesar
Rp300.000.000,00 (tga ratus juta rupiah).

Atas peroleban hak karena hibah wasiat atau waris
tertentu, Pemerintah Daerah dapat menctapkan nilai
perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi
daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak
scbagatmana dimaksud pada ayat [6),

(8] Nilai. ..
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(B) Niai peroichan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat [5) dan ayat [6) ditetapkan dengan
Perda.

Pasal 47

(1] Tarif BPHTB diletapkan paling tinggi sebesar 5% (lima
persen|.

(2] Tarif BPHTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Perda

Pasal 48

(1) Besaran pokok BPHTE yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) setelah dikurangi nilai
perolehnn objek pajak tidak kena pajak sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) atau ayat (6), dengan
tarif BPHTH scbagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
(2].

{2} BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat
tanah dan/atnu Bangunan berada.

Pasal 49
Saat terutangnya BPHTE ditetapkan:

8. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian
pengikatan jumi beli untuk jual beli;

b. pada tanggal dibuat dan ditendatanganinys akta untuk
tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam
perscroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak

yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha,
peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa cleh
penerima waris mendafiarkan peralihan haknys ke
kantor bidang pertanahan untuk waris;

d. pado tanggal putusan pengadilan yvang mempunyai
kekuatan hukum vang tetap untuk putusan hakim;

e, pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian
hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai
kelanjutan dari pelepasan hak;

. pada .
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f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian
hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak:
atau

g- pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang,

Paragraf 10
PBJT

Pagal 50
Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau
konsumsi barang dan jasa tertentu yvang meliputi:
a4, Makanan dan/atau Minuman;
b. Tenaga Listrik;
¢, Jaso Perhotelan;
d. Jasa Parkir; dan
e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 51

[1] Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau
Minuman sehbagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf
a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan
oleh:

a, Restoran vang paling sedikit menvediakan layanan
penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja,
kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

b. penyedia jasa boga atau kalering yang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan
setengah jadi, pembuntan, penyimpanan, seria
penynajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan
dan berbeda dengan lokasi dimana proses
pembuatan dan penyvimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan
dan petugasnya.

(2] Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan
dan /atau Minuman:

a. dengan peredaran usaha tdak melebihi batas
tertentu yang ditetapkan dalam Perda;

b. dilakukan. ..
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dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya Ving
tdak semata-mata menjual Makanan dan/atau
Minuman;

dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman;
atau

. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan

usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa
menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 52

(1] Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik aleh
pengguna akhir

{2] Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat [1), meliputi:

i,

konsumai Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah,
Femenntah Daerah dan penyelenggara negara
lainnya;

konsumsi Tenaga Listrik pada tempat vang
digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan
asing berdasarkan asas timbal balik;

konsumsl Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti
jompo, panti asuban, dan panti sosial lainnya yang
sejenis;

konsumsi Tenaga Listrik yvang dihasilkan sendiri
dengan kapasitas tertentu vang tidak memeriukan
izin dari instanai teknis terkait; dan

konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan
Perda.

Pasal 53

{1) Jasa Perhotelan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 50
huruf ¢ meliputi jasa penyediann akomodasi dan fasilitas
penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan
pada penyedia jasa perhotelan seperti:

bR

hotel;

hostel;

vila:

pandok wisato;
muoiel;

losmen;

E wisma. ..
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. WISmE pariwisata;

pesanggrahan;

rumah penginapan guesthouse/bungalo/ resort/
coftage,

tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
dan

glamping,

(4} Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a,

b.

=

Jasa tempat tinggal asrama yang disclenggarakan
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat,
panti jompo, panti asuhan, dan pant sosial lainnya
Vang scjcnis;

jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan
keagamaan;

d, jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
€. jasa persewann ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 54

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf
d meliputi:

b.

penyedinnn atau penvelenggaraan tempat parkir;
dan fatau

pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valef.

[2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir
sebagaimana dimaksud pada ayar (1) meliputi:

a,

b.

C.

d.

jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

jasa lempat parkir vang diselenggarakan oleh
perkantoran  yang hanya digunakan untuk
karyawannya sendiri;

Jasa  tempat parkir yvang diselenggarakan oleh
kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing
dengan asas timbal balik; dan

Jasa rempat parkir Jainnya yang diatur dengan Perda.

Pasal 55 ...
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Pasal 55
(1) Jasa Keseninn dan Hiburan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 huruf ¢ meliputi:

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual
lainnya yang dipertontonkan secara langsung di
suatu lokasi tertentu;
pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
kontes kecantikan:
kontes binaraga;

PAMEran;

pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
permainan ketangkasan;

olehraga  permainan  dengan  menggunakan
tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan
untuk olahraga dan kebugaran;

J. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana
pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana
permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun
binatang

k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

. diskotek, karacke, kelab malam, bar, dan mandi
uap/ spa.

|) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa

Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut
bayaramn;,

b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut
bayaran; dan/atau

¢. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur
dengan Perda,

e me AN

Pasn) 56

(1) Subjek Pajak PBJT adalab konsumen berang dan jasa
tertentu.

[2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan penjualan, penyerahan, dan/atamu konsumai
barang dan jasa tertentu.

Pasal 57 ...
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Pasal 57
{1} Dasar pengenaan PBIT adalah jumlah yang dibayarkan
oleh konsumen barang atau jasa tertentu.
(2] Dalam hal tidak terdapal pembayaran sebagalmana
dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung

berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang
berlaku di wilayah Dasrah yang bersanghkutan.

Pasal 58

(1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% [sepuluh
persen).

[2) Khusus taril PRJT atas jasa hiburan pada diskotek,
karaoke, kelab malam, bar, dan mandi vap/spa
ditetapkan paling rendah 40% [empat puluh persen) dan
paling tinggl 75% {tujuh puluh lima persen).

[3) Khusus tanf PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh
industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam,
ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan

b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendir,
ditetapkan paling tnggi 1,5% (satu koma lima
persen),

{4} Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2],
dan ayat {3) ditetapkan dengan Perda,

Pasal 59

{1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PBJT  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarf PBJT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4).

(2} PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat
perjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan
jasa tertentu dilakukan.

iJ) Saat terutangnya FPBJT dihitung sejak  samt
pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa
tertentu dilakukan,

Paragraf 11 . ..
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Paragraf 1]
Pajak Reklame

Pasal 60

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan
Eeklame.

[2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

(3]

a,

Fom S0 oo

Reklame papan/ bidlhoard/ videotron/ megatrom;
Reklame kain;

Reklame melekat /atiker;

Reklame selebaran;

Reklame berjalan, lermasuk pada kendaraan;
Eeklame udara;

Reklame apung;

Reklame film / slide; dan

Reklame perognen.

Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

penyelenggaraan Reklame melalul internet, televisi,
radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan,
dan sejenisnyva;

bel /merek produk yang melekat pada barang vang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan
dari produk sejenis lainnya:

nama pengenal usaha atau profesi yvang dipasang
melekat pada bangunan dan/atau di dalam ares
tempal usaha atau profesi yang jenis, ukuran,
bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Perkada
dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur
tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
Reklame yang diselenggarakan oleh Pemernintah atau
Pemeriniah Daerah;

Relklame yang diselenggaraken dalam rangka
kegiatan politk, sosial, dan keagamaan vang tidak
disertai dengan iklan komersial: dan

Reklame lainnya yang diatur dengan Perda

Pasal 61 ...
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Pasal &1

{1} Subjek Pajak Reklame adala.h-nru.ng pribadi atau Badan
yang menggunakan Reklame.

) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan
vang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 62

(1} Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa
Rekiame.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga,
nilal sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendir, nilai sewa
Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang
digunakan, loknsi pencempatan, waktu penayangan,
jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran
media Reklame,

[4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud
pmia ayat (2] tidak diketahui dan/atau dianggap tidak

wajar, mnilai sewa Reklame ditetapkan dengan
menggunakan faktor-fakior sehagaimana dimaksud pada

ayat (3].
{3} Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] ditetapkan dengan Perkada.

Pasal 63
(1} Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggl sebesar 25%
(dua puluh lima persen).

(2] Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Perda.

Pasal 64

(1) Besaran pokok Pajak Reklame vang terutang dihitung
dengan cara mengallkan dasar pengenaan Pajak Reklame
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dengan
taril Pajak Reklame achagnimana dimaksud dalam Pasal
63 avat (2},

(2} Pajak ...
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(2] Pajak Reklame vang terutang dipungut di wilayah Daerah
tempat Reklame tersebut disclenggarakan.

(2] Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat {2) huruf e, Pajak Reklame yang
terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha
penvelenggara Reklame terdaflar,

Paragraf 12
PAT

Pasal 65

(1} Objek PAT adalah pengambilan dan/ateu pemanfasian
Air Tanah,

(2} Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan
untuk:

A keperluan dasar rumah tanggs;

B, pengairan pertanian rakyat;

¢. perikanan rakyat;

d. peternakan rekyat;

e. keperluan keagamaan; dan

f.  kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda,

Przal &6

{1} Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Afr
Tanah

(2) Wajib PAT adalah orang prbadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah.

Pasal 67
(1] Dasar pengenaan PAT adalah nilal perolehan Air Tanah.

(2] Nilai perclehan Air Tanah sebagnimana dimaksud pada
ayat (1} adalah hasil perkalian antara harga air baku
dengan hobot Alr Tanah

(3] Harga air baku sebagpimana dimaksud pada avat (2)
ditctapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan
pengendalian sumber daya Air Tanah.

{4 Bobot . . .
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(4} Bobot Air Tanzh sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-
faktor berikut;

jenis sumber air;

lokasi sumber air;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
volume air vang diambil dan/atau dimanfsatkan,
kualitas air, dan

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
pengamhbilan dan/atan pemanfaatan air.

thmopanooom

Pasal 68

{1} Ketentuan lebih lanjul mengenai penetapan nilad
perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67 ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur dengan
berpedoman pade peraturan yang ditetapkan oleh
menten yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral,

(2} Peraturan yang ditetapkan oleh menteri sebagalmana
dimaksud pada ayat (1] disusun dengan memperhatikan
kebijakarn  kemudahan berinvestasi dan ditetapkan
setelah mendapat pertimbangan dan Menteri.

Pasal 69

(1] Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 200 (dua
puluh peraen).

{2] Tarif PAT sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
ditetapkan dengan Perda.

Pasal 70

(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara
mengaliken dasar pengenagn  PAT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat {1) dengan taril PAT
scbagaimana dimaksud dalam Fasal 69 ayat (2).

(2] PAT yvang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(3] Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan
dan/atou pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 13...



SK No 104049 A

X

PRESIDEM
REPUBLIK TNDOMNESA

- 47 -

Paragrafl 13
Pajak MBLB

Pasal 71

(1} Objek Pajak MBLE adalah kegiatan pengambilan MBLB
yang meliputi:

Ry A e oRlapap o RETOERNS RO XN

322 E

asbes;

batu tulis;

batu setengah permata;
batu kapur;
batu apung

batu permata;
bentonit;
dolomit;
feldspar;

garam batu (halitey;
grafit;
granit/andesit;
Bips;

kalsit;

kaolin:

lewusit;

magnesil;

muika;

MATMET;

nitrat;

ohsidian;

oker;

pasir dan kerilkil;
pasir kuarsa;

periit:
fosfat;

. talk;

. tanah serap (fullers earth);
. tanah diatom;

. tanah lat;

. tawas (alum),

i, tras . . .
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tras;
. Yarosit;
. zeolit;
basal;
trukhit;
belerang;
MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
dan
mm. MBLEB lainnyn sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,
(2} Yang dikecualikan dar objek Pajak MBLB sebagaimana
dimaksud pada ayat {1}, meliputi pengambilan MBLB:
a untuk keperluan rumah tangga dan tidak
diperjualbelikan /dipindahtangankan,
b. untuk keperhian pemancangan tlang listrik/telepon,
penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya
yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan

c. untuk keperluan lainnva yang ditetapkan dengan
Perda.

EEEETE D

Pasal 72

(1} Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan
yang mengnmbil MBLB.

(2] Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang
mengambil MBLB,

Pazal 73

{1} Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil
pengambilan MBLE,

(2} Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan perkalian wvolume/tonase pengambilan
MELE dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dihitung berdasarkan harga jual rata-rate tiap-tiap jenis
MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah
Daerah yang bersangkutan.

{4} Harga ...
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Harga patokan sehagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan sesual dengan ketentuan  peraturan

perundang-undangan di bidang pertambangan mineral
dan batu bara.

Pasal T4

Tarifl Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20%
{dua puluh persen).

Khusus untuk Daerah vang setingkat dengan Daerah
provinsi yang tidak rterbagi dalam  Daerah
kabupaten/kota otonom, taril Pajak MBLB ditetapkan
paling tingg? sebesar 25% jdua puluh lima persen).

(3] Tarif Pajak MBLB ssbagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1)

(2

(1

(2]

dan ayal (2] ditctapkan dengan Perda.

Paaal 75
Besaran pokok Pajak MBLE yang terutang dihitunhg
dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajok MBLB
schagaimana dimaksud daiam Pasal 73 avat (1) dengan
tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74
avat [3).

Pajuk MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah
tempat pengambilan MBLE.

Parngraf 14
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 76

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan

dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet

sebagalmanns dimaksud padn avat (1) adalah:

a. pengambilan sarang Burung Walet vang telah
dikenakan pencrimaan negara bukan pajak; dan

b. kegigten pengambilan dan/atau pengusahaan sarang
Burung Walct lainnya yvang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 77...
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Pagal 77

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi
atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau
mengusahakan sarang Burung Walet.

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi
atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau
mengusahakan sarang Burung Walet,

Pasal 78

{1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah
nilai jual sarang Burung Walet.

[2) Milai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara
harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku
di Dacrah yang bersangkutan dengan volume sarang
Burung Walet.

Pagal 79

(1} Taril Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi
schesar 10% [sepuluh persen).

[2) Tarlf Pajak Sarang Buning Walet ditetapkan dengan
Perda.
Pasal 80

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet vang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak
Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal
78 ayat (1) dengan tarif Pajak BSarang Burung Walet
schagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2).

Paragral 15
Opaen
Pasal 81
Opsen dikenakan stas Pajak terutang dan:

a. PKB;
bh. BENKB; dan
¢. Pajnk MBELB.

Pasal 82 . . .

SK No 104052 A
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Pasal 82

Wajib Pajak untuk Opsen schagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak:

i, PER:
b. BBNKB; dan
c. Pajak MBLB.

Pasal 83
{1} Tarf Opsen ditetapkan sebaga! berikut:
a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen),

b. Opsen BBNKB sebesar 66% |enam puluh enam
persen); dan

¢. Opsen Pajak MBLB sebesar 25% ([dua puluh lima
persen],
dihitung dari besaran Pajak terutang.

{2} Besaran taril Opsen sebagaimana dimaksud padna ayat (1)
ditetnpkan dengan Perda.

Pasal 84

(1} Opsen dipungutl sccara bersamaan dengan Pajak yang
dikenakan Opaen,

(2} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan

Opsen sebagaimana dimaksud pada aval (1) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah,

Paragraf 16
Bagi Hasil Pajak Provinsi

Pasal 85

(1) Hasil penerimaan PEBBKR dibagihasilkan sebesar V0%
(rujub puluh persen) kepada kabupaten /kota.

[2) Hasil penerimaan PAP dibagihasilkan sebesar 50% {lima
puluh persen) kepada kabupaten [kota.

id) Khusus ...
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{31 Khusus untuk penerimaan PAP darl sumber air yang
berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota,
hasil penerimaan PAP dimaksud dibagihasilkan kepada
knbupaten/kotn vang bersangkutan sebesar BO%
{delapan puluh persen).

(4] Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan sebesar
70% (tujuh puluh persen) kepada kabupaten /kota.
(5) Bagian kabupaien/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat {4) ditetapkan sebagai berikut:
a. PBBKB dibagi secara proporsional paling rendah 70%
{tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan
Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang
bersangkutan dan selisthnyva dibagl rata kepada
scluruh  kabupaten/kota di  provinsi  yang
bersangkutan;
b, PAP dibagi secara proporsional paling kurang
berdasarkan panjang sungai dan/fatau luas daerah
tangkapan air; dan

¢, Pajak Rokok dibagi secara proporsional paling kurang
berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota di

provinai yang bersangkutan,

i6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagl hasil kepada
kabupaten/kota scbagaimana dimaksud pada avat [3)
distur dengan Perda provinsi.

Paragraf 17

Penerimaan FPajak yang Diarahkan
Penggunaanoya

Pasal B&
{1} Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut;
a. PKB dan Opsen PKB;
b, PBEJT atas Tenaga Listrik;
c. Pajak Rokok; dan
d. PAT,

baik begian provinsi maupun bagian kabupaten/kota
dapat dialokasikan untuk mendanail kegiatan yang telah
ditentukan penggunaannya.

(2) Besaran ;..

SK No ID41B3 A
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(2] Besaran persentase tertenmu dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pelayanan
publik yang berkaitan dengan jenis Pajaknya.

{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase
tertentu dan keglatan sebagaimana dimaksud pada
avat (2| diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kedua
Eetribisd

Paragraf |
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 87

(1} Jenis Retribusi terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b, Retnbusi Jasa Usaha; dan
€. Retribugi Perizinan Tertentu.

{2} Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang
dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang
pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.

[3] Wajib Retribusi meliputi orang pribadi ateu Badan vang
menggunakan/menikmati  pelayvanan  barang, jasa,
dan/atau perizinan.

[4) Wajibh Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

wajib  membayar atas  leyanan yang digunakan/
dinilemati.

Paregral 2
Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 88

(1] Jenis pelayanan yang merupakan objel Retribusi Jasa
Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal B7 ayat (1)
hutuf a meliputi:

n. pelayanan kesehatnn,
b, pelayanan kebersihan;

c. pelayanan . . .
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pelayanan parkir di tepi jalan umum;

pelayanan pasar, dan
pengendalian laly lintas,

(2} Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat tidak dipurgut Retribusi apabila potensi
penerimaannya kecil danfatan  delam  rangka
pelaksanann  kebijakan  nasional/daerah  untuk
memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

{3} Jenis penyedigan/pelavanan barang dan/atau jesa yang
merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 avat (1) huruf b meliputi:

8 B

e

penyediaan tempat keglatan usaha berupa pasar
grosir, pertokoan, dan tempat kegintan usaha
lainnya;

penyediaan lempat pelelangan ikan, ternak, hasil
bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya
dalam lingkungan tempat pelelangan;

penvediaan tempat khusus pardr di luar badan jalan;
penvediaan tempat penginapan /pesanggrahan /vila;
pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
pelayanan jasa kepelabuhanan;

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan
menggunakan kendaraan di air;

penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
dan

pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu
penvelengearaan  tugas dan  fungsl  organisasi
perangkat Daerah dan/atau optimalisasl aset Daerah
dengan tidak mengubah stotus kepemilikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4] Jenis pelayanan pemberian izin yvang merupakan objek
Retribusl  Perizinan Terlentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 ayvat (1) hurul ¢ meliputi:

a.
b
€.

persetujuan bangunan gedung,
penggunaan tenaga kerja asing; dan
pengelelaan pertambangan rakyat.

[5) Retribusi . . .
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(3) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana

16)

(7

(&)

(9

dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pungutan
atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh
Daeran.

Retribusl penggunaan tenage kerja asing sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan dana
kompensasi penggunaan tenaga kerja  asing alas
pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing
perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing
Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat sebagalmana
dimaksud pada ayat (4] huruf ¢ merupakan pungutan
Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada
pemegang izin pertambangan rakyvat oleh Pemerintah
Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan
Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu
bara.

Penambahan jenis Retnibusi selain jenis  Retribusi
sebagaimana dimaksud pada avat (1), ayat (3), dan ayat
(4] ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan yang dintur dalam Peraturan Pemerintah
gebagaimana dimaksud pada ayat (8) antara lain:

Ohbjek Retribusi;

Subjek dan Wajib Retribusi;

Prinsip dan sasaran penctapan tarif Retribusi; dan
Tata cara penghitungan Retribusi.

0 L

Pasal 89

Ketentuan lelch lanjul mengenai Retnibusi diatur dengan
atau berdasarkan Peraluran Pemerintah.

Paragraf 3
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 90

Besaran Retribusi vang terutang dihitung berdasarkan
perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif
Retribusi,

Pasal 9] , .,
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Pasal 9]
Tingkat penggunasn jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan
dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah
untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 92

(1} Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90
merupakan milai rupiah yang ditetapkan untuk
menghitung besamya Retribusi yang teratang.

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut
golongan sesual dengan prinsip dan sasaran penctapan
tarif Retribusi,

Pasal 93

i1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90
ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

[2) Peninjauan taril Retribusi scbagaimana dimaksud pada
avat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perckonomian, tanpa melakukan
penambahan objek Retribusi.

[3) Penetapan tanl Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} ditetapkan dengan Perkada.

Bagian Ketiga

Muatan Perda tentang Pejak
dan Retribusi

Pazal 94

Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak,
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan
Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa
Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak,
serta taril Pajak dan Retribusi, untuk selurub jenis Pajak dan
Retribusi ditetapkan dalam | {satu] Perda dan menjadi dasar
pemungutan Pajak dan Retribus! di Dacrah.

Bagian Keempat . . .
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Bagian Keempat
Pemungutan Pajak dan Retribusi

Paragraf 1
Eetentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 95

i1} Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan
Pajak dan Retribusi.

[2) Ketentuen umum dan tata cara pemungulan Pajak dan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat [1] meliputi
pengaturan mengenai:

. pendafiaran dan pendataan;

penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;

pembayaran dan penvetoran;

pelaporan;

pengurangan, pembetulan, dan  pembatalan

ketetapan,

pemeriksaan Pejak;

penagihan Pajak dan Retribusi:

keberatan;

gugatan;

penghapusan piutang Paiak dan Retribusi oleh

Kepala Dacrah; dan

k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara
pemungutan Pajak dan Retribusi.

|3} Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada syat (2) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

repon

bl L B

Paragraf 2
Pemberian Keringanan, Pengurangan,
dan Pembebasan
Pasal 96

{1] Kepala Daerah dapat memberikan keringanan,

pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran
atas pokok dan/atau sanks: Pajuk dan Retribusi.

(2] Pemberian, ..
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Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib
Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau
objex Retribusi.

Bagian Kelima
Pengaturan Pajak dan Retribusi

dalam rangka Mendukung Kemudahan
Beruaaha dan Berinveatasi

Paragraf 1
Kewenangan Pemerintah dalam
Pengawasan dan Evaluasi Tarf

Pasal 97

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan
untuk mendukung kKebijakan kemudahan berinvestasi
serta untuk mendorong pertumbuhan industri danfatau
usaha yang berdaya saing Unggl serta memberikan
pelindungan dan pengaturan yang berkeadilan,
Pemerintah sesuni dengan program prioritas nasional
dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak
dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kebijakan fiskal nasienal yang berkaitan dengan Pajak
dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:

a. dapat mengubah taril Pajak dan tari{ Retribusi
dengan penetapan tarf Pajak dan tarifl Retribusi yang
berlaku secara nasional; dan

b. pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai
Pajak dan Retribusi yang menghambat ckosistem
investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Penctapan tarif Pajak yeng berlaku secara nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf a mencakup
tarif atas jenis Pajak provinsi dan jenis Pajak
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

{#) Penetapan . . .
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Penetapan tarll Retribusi yang berlaku secara nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup
objek Retribugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.

Ketentuan lebih lanjul mengenai tala cara penelapan
tarif Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
myat [2) huruf a diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah,

Paragraf 2

Evaluasi Rancangan Perda dan Perda
Pajak dan Eetribusi

Pasal 98

Evaluasi rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan
Retribus: dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menten.
Rancangan Perda provins: mengenai Pajak dan Retribusi
vang telah disetujul bersama oleh DPRD provinsi dan
gubernur sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada
menteri vang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
dalam negeri dan Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak tanggal persetujuan.

Evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota mengenai
Pajax dan Retribusi dilakukan olch gubernur, menten
vang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam
negeri, dan Menterd.

Rancangan Perda kabupaten/keta mengenai Pajak dan
Retribus! yang telah disetujui bersama oleh DPRD
kabupaten/koln  dan  bupatifwali kota sebelum
ditetapkan wajib disampaikan kepada gubernur, menteri
yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam
negeri, dan Menter: paling lama 3 (tiga] hari kera
terhitung scjak tanggal persetujuan.

[5) Menteri .
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Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
dalam negeri melakukan evaluasi terhadap rancangan
Perda scbagaimens dimaksud pads ayat (1) untuk
menguji kesesuaian rancangan Perda dengan ketentuan
Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau
peraturan perundang-undangan lain vang lebih tinggi.

Gubernur meiakukan evaluasi terhadap rancangan Perda
sebagnimana dimaksud pada ayat (3) untuk menguji
kesesuaian rancangan Perda dengan ketentuan Undang-
Undang ini, Kepentingan umum, dan/atau peraturan
perundang-undangan lain yang lebih tinggi

Menter yang menyelenggarnkan Urusan Pemerintahan
dalam negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi
sebageimann dimaksud pada ayat (5] dan ayat (6]
berkoordinasi dengan Menteri.

Dalam pelaksanaan koordinasi schagaimana dimaksud
pada avat (7), Menteri melakukan evaluas dari sisi
kebijakan fiskal nazional.

Haszil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri
sebagaimana dimeksud pada ayat (7) dapat berupa
persctujuan atau penolakan.

(10) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

disampaikan oleh menterl yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan dalam negeri kepada gubernur
untuk rancangen Perda provinsi dan oleh pubernur
kepada bupati/wali kota untuk rancangan Perda
kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama [5
{lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan Perda
dimaksud denpan tembusan kepada Menteri.

{11) Hasi! evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (9 disampaikan dengan disertal alasan
penolakan.

(12) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan

schbagaimana dimaksud pada ayat (9), rancangan Perda
dimaksud dapat langsung ditetapkan.

(13) Dalam . ..
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[13) Daiam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (9), rancangan Perda dimaksud
dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/wali kota
bersama dengan DPRD yang bersangkutan, untuk
kemudian disampatkan kembali kepada menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeni
dan Menterl untuk rancangan Perda provins: dan kepada
gubernur dan  Menteri untuk rancangan Perda
kabupaten/kotn.

(14 Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara evaluasi

(1)

[2)

3]

[4)

rancangan Ferda tentang Pajak dan Retribusi diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 99

Perda yang telah ditetapkan oleh gubermnur/bupati /wali
kota, disampatkan kepada menteri YRng
menyelenggarakan Urusan Pemenntahan dalam negen
dan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
ditetapkan untuk dilakukan evaluasi,

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan dalam negen melakukan evaluasi Perda
provinsl/ kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi
yang telah berlaku untuk mengujl kesesuaian antara
Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan
peraturan perundang-undangan yvang lebih tinggi, dan
kebijakan fiskal nasional.

Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2} Perda bertentangan dengan
kepentingan umum, peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, den/atau kebijakan fiskal nasional,
Menteri merekomendasikan dilakukannya perubahan
atas  Perda dimaksud  kepada menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri,

Penvampaian rekomendnai  perubahan  Perda  oleh
Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan Urasan
Pemerintahan dalam neger] sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] dilakukan paling lama 20 {dua puluh) hari kerja
scjak tanggal diterimanya Perda scbagaimana dimaksud
pada ayat (1),

iv) Berdasarkan .
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|5} Berdasarkan rekomendasi perubahan Perda yang
disampaikan oleh Menteri, menteri vang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri
memerintahkan gubernur/bupati/wali kota untuk
melakukan perubahan Perda dalam waktu 15 [lima belas)
hari kerja.

Jika dalam wakiu 15 [(lima belas}] hari  kerja,
gubernur/bupati /fwall kota tidak melakukan perubahan
atas Perda tersebul, menterl yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan dalam negeri menyampaikan
rekomendasi pemberian sanksi kepada Menteri.

{7) Ketentuan lehih lanjut mengenai tata cara evalunsi
Perda tentang Pajak dan Retribuai dan pengawasan
pelaksanaan Perda mengenai Pajok dan Retribusi dan
aturan pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah,

([

Pasal 100

{1] Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 dan Pasal 99 oleh Daerah dikenakan
ganksi berupa penundaan atau pemotongan DAU
dan/atau DBH.

(2] Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
olech Menteri dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pemberian Fasllitas Pajak dan Retribusi

Pasal 101

{1} Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi,
gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif
fiskal kepada pelaku usaha di dasrahnya.

2

Insentl fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau
penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau
sanksinya.

{3} Insentif . . .
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Insentif fiskal scbagaimana dimaksud pada ayat (2] dapat

diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib

Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala

Daereh berdasarkan pertimbangan, antarn lain:

a, kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib
Retribusi;

b. kondis: tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak
rerkena  bencana alam, kebakaran, dan/atau
peryebab lainnya yang terjadi bukan karena adenya
unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak
dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk
menghindan pembayaran Pajak;

e, unfuk mendukung dan melindungi pelaku usaha
mikro dan ultra mikro;

d. unmuk mendukung kcbijakan Pemerinteh Daerah
dalam mencepal program prioritas Dacrah; dan/atau

e. untuk mendukung kebjjakan Pemerintah dalam
mencapal program prioritas nasional.

Pemberian insentil fiskal scbagaimana dimaksud pada
avat (2] diberitahukan kepada DPRD dengan
melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam
memberikan insentifl fiskal tersebut.
Pemberian insentil Oskal sebagnimana dimaksud pada
ayat (2) ditetaphkan dengan Perkada,

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pemberian
insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan atau berdasarian Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Penetapan Target Penerimaan
Pajak dan Retribusi dalam APBD

Fasal 102

Penganggaran Pajsk dan Retribusi dalam APBD
mempertimbangkan paling sedilit:

a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan

b, potens: Pajak dan Retribusi

{2] Kebijakan . . .
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Kebijakan  makroekonomi  Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) huruf a meliputi struktur
ekonoml! Daerah, proveksi pertumbuhan  ekonomi
Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan
manusia, kemandinan fiskal, tingkat pengangguran,
tingkat kemiskinan, dan daya samg Daerah.

Kebijakan makroekonoml sebagaimana dimaksud pada
gvat (1) hurufl & diselarnskan dengan kebijakan
makroekonomi regional dan kebijapkan makroekonomi
yang mendasari penyusunan AFBN.

Bagian Ketujuh
Kerahagiaan Data Wajib Pajak

Pasal 103

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak
lnin segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan
kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

Larangan schagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
juga terhadap tenagn ahli yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah untuk membantu dalom pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
Dacrah,

Yang dikecualikan dari ketentuan schagaimana

dimaksud pada avat (1) dan avat [2) adalah:

&. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai
saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan

b, Petabat dan/stau tenaga ahli yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah untuk memberikan keterangan
kepada pejabat lembaga negara atau instansi
Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan
dalam bidang Kevangan Daerah.

Untuk kepentingan Daerah, Xepala Daerah berwenang
memberikan izin tertulis kepada pejabal sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) dan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat [2], agar memberikan keterangan,
memperlihatiean bukti tertulis dan ateu tentang Wajib
Pajak kepada pihak vang ditunjuk,

{5) Untuk . . .
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Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam
perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim
scsuni dengan hukum acara pidana dan hukum acara
perdata, Kepala Dacrah dapat memberikan izin tertulis
kepada pejabat sebagnimana dimaksud pada ayat (1),
dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis
dan keterangan Wallb Pajak vang ada padanya.

Permintaan hakim schagaimana dimaksud pada ayat (5)
harus menyebutkan nama tersangka atau nama
tergugat, keterangan yvang diminta, serta kajtan antara
perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan
keterangan yang diminta.

Bagian Kedelapan

Insentif Pemungutan
Pajak dan Retribusi

Pasal 104

Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan
Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian
kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui APBD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
pemanfaatan insentlf sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] distur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kesembilan
Penvidikan

Pasal 105

Pejabal pegawal negerl sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
penyidik unfuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, scbagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum
Acara Pidana.

(2) Penyidik . . .
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(2] Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah
pejabat pegawal negeri sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerabh yang diangkat cleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

[3)

&,

menerima, mencari, mengumpulkan, dan menelit
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas;

menehiti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenal orang pribadi atau Badan tentang
kebenaran perbuatan vang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan
Retribuai;

meminta keterangan dan bahan bukt dari orang
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
memenksza buku, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di  bidang
perpajakan Daerah dan Retribuasi;

melekukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen
lain, serta melakukan penvitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

meminta  bantuan  tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atan tempatl pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
|dentitas orang, benda, dan/atau dokumen vang
dibawa;

memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribuai;
memanggl orang untuk didengar keterangannya dan
diperikss sebagal tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakiikan . . .
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k. melakukan tindakan lain yang perlu  untuk
kelancaran penyidikan Ulndak pidana di bidang
perpajakan Dacrah dan Retribusi sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik  sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
memberitahulan dimulainya penyidikan dan
menvampaikan hasil penyvidikannya kepads penuntut
umum melalui penyidik pejabat Folisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yvang diatur dalam
Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB [II
TRANSFER KE DAERAH

Baglan Kesalu
Jenis dan Ecbijakan TED

Paszal 106

TKD terdiri atas:

e AR TR

(1]
(2]

(3)

DEH;

DALY

DAK;

Dana Otonom: Khusus;
Dana Keistimewaan; dan
Dana Desa.

Pasal 107
Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.

Kebijnkan TKD schbapgaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah
nasional dan peraturan perundang-undangan terkait,
selaraa dengan rencana  kerja  pemerintah  dan
dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN
tahun anggaran berikutnya.

Kebjjakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap
tahunnya

{4] Kebijakan
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(4] Kebyjakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibahas terlebih  dahulu  dalam forum  dewan
pertimbangan otonomi daecrah sebelum penvampaian
nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan
Perwakilan Rakyat,

Bagian Kedus
Anggaran dan Alokasi THD

Pasal 108

(1) Anggaran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang
mengenal APBN.

[2) Rincian alokas: TKD menurut provinsi/kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Peraturan Presiden.

Pasal 109

(1) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107
ayal (2} dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 108 ayat 1) dapat disesuaikan dengan
memperhatikan kondisi perekonomian nasional.

[2) Penyvesuaian sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dilakukan sesuni  dengan  Ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
DBH
Paragraf 1
Umam

Pasal 110

Pagu DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a
ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun
sebelumnyn.

Pasal 111...
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Pazal 111

(1) DBH terdiri atas:
a. DBH pajek; dan
b, DBH sumber dava alam,

(2) DBH pajak schagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl a
terdini atns:

&
b.
5

Pajak Penghasilan;
Pajak Bumi dan Bangunan,; dan
cukal hasil tembakau.

(3) DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huraf b terdir atoaa:

a.

noan o

kehutanan,

mineral dan batu bara;
minyak bumi dan gas bumi;
panas bumi; dan
perikanan.

Paragraf 2
DBH Pujak

Pasal 113

(1) DBH Pajek Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111 ayat (2] hurufl a merupakan Pajak Penghasilan
Pasal 2] serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak
Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Negeri yang dipungut oleh Pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) DBH Pajak Penghasilan schagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sebesar 20% {dua puluh persen)
untuk Daerah, dibagikan kepada:

.

b.

provinsi yang bersangkutan sebesar 7.5% (tujuh
koma lima persen);

kabupaten/kota penghasil sebesar 8,9% (delapan
koma sembilan persen); dan

. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang

hersangkuian sebesar 3,65 (tiga koma enam persen),

[3] Pendafliaran . .
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Pendafaran Wajik Pajak atas Pajak Penghasilan
sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Menteri.

Pasal 113
DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 111 ayat [2) huruf b ditetapkan sebesar
100% [seratus persen) untuk Daerah,

DBH Pajak Bumi dan Bangunan untuk Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dibagikan kepada:

a. provinsi vang bersangkutan sebesar 16.2% [enam
belas koma dua persen);

b, kabupaten/kota penghasil sebesar 73,8% (tujuh
puluh tiga koma delapan persen); dan

c. kabupaten/kota lainnya dalam provinsl yang
bersangkutan sebesar 10% [sepuluh persen).

Pasal 114

DBH cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 111 ayat {2) buruf c ditetapkan sebesar 3%
ftiga persen) dari penerimaan cukal hasil tembakau
dalam negeni.

DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagalmana

dimaksud pada amyat (1) dibagikan kepada Daerah

penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah

lainnya vang meliputi: !

a. provinsi vang berspnghkutan sebesar 0,8% (nol koma
delapan persen);

b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,2% (satu koma
dua persen); dan

¢. kabupaien dan kota lainnya dalam provins! yang
bersangkutan sebesar 1% (satu persen).

DBH cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragral 3...
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Paragraf 3
DBH Sumber Daya Alam

Pasal 115

DBH sumber dayva alam kehutanan sebagaimana
dimakasud dalam Pasal 111 ayat (3] huruf a bersumber
dari penerimanan:

a. furan izin usaha pemanfaatan hutan;

b. provisi sumber daya hutan; dan

e. dana reboisasi.

DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari

iuran izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 80%

delapan puluh persen) uniuk bagian Daerah, dibagikan

kepada:

a. provinsl yaog bersangkutan sebesar 32% (tiga puluh
dun persen); dan

b, kabupaten/kota penghasil sebesar 48% (empat puluh
delapan persen).

DBH sumber daya alam kehutanan vang bersumber dan

provisi sumhber dayva hutan sebagasimana dimaksud pada

avat (1) huruf b vang dihasilkan dari wilaveh Daerah yang

bersangkutan, ditetapkan sebesar B0% jdelapan puluh

persen|, dibagilan kepada:

& provinsi vang bersangkutan sebesar 16% (enam belas
peErsen);

b. kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh
dua persen},

¢. kabupaten/kota lainnya vang berbalasan langsung
dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 16%
{enam belas persen); dan

d. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang
bersangkutan sebesar 16% {(enam belas persen).

DBH sumber daya alam kehutanan vang bersumber dan
dana reboisasi sehbageaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen)

untuk provinai penghasil.

ISIDBH . . .
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DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari
dana reboisas! sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
digunakan sesuni dengan keientuan peraturan
perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 116

DBH sumber dava alam mineral dan batu bara
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3] huruf b
bersumber dari penerimaan:

a. lurmn tetap; dan

b. iuran produksi.

DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang

bersumber dari juran tetep sebagaimana dimaksud pada

ayvat (1) hurul a vang diperoleh dari wilayah darat dan

wilayah laut sampai dengan 4 |empat) mil dari garis

pentai, ditctapkan sebeaar 80% (delapan puluh persen)

untuk Daerah, dibagikan kepada:

a. provinsi yang bersangkutan sebesar 30% [tiga puluh
persen); dan

b, kabupaten/kota penghasil sebesar 50% (lima puluh
persen).

DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang

bersumber dari furan tetap sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4

fempat) mil dari garis pantai sampal dengan 12 (dua

belas) mil dari garis pantal, ditetapkan sebesar B0%

idelapan puluh persen) untuk provinsi penghasil.

DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang

bersumber dari iuran produksi sebagaimana dimaksud

pade ayat (1) huruf b yang dihasilkan darl wilayah darat

dan wilayah laul sampai dengan 4 (empat) mil dari garis

pantai ditetapkan sebesar B0% (delapan puluh persen)

untuk Daerah, dibagilan kepada:

a. provinsi yang bersangkutan sebesar 16% [enam belas
persen;

b, kabupaten/kote penghasil sebesar 32% ftiga puluh
dua persen);

¢. kKabupaten/kote lainnya yang berbatasan langsung
dengan kabupaten/kota penghasil schesar 12% (dua
belas persen);

d. kabupaten /kota . . .
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d. kabupaten/kota |ainnya dalam provingl vang
bersangkutan sebesar 12% [dua belas persen); dan

e. kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan
persen|,

{5) DBH sumber dayva alam mineral dan batu bara yang

(1]

[2)

bersumber dari iuran produksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} huruf b yang diperaleh dari wilayah laut di

atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12

{dua belasi mil dan garis pantai ditetapkan sebesar B0%

(delapan puluh persen), dibagikan kepada:

a. provinsi penghasil scbesar 26% (dua puluh enam
PErsen);

b. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang
bersangkutan sebesar 46% (empat puluh enam
persen); dan

¢, kabupaten/kota pengolah sehesar B% [delapan
persen).

Pasal 117

DBH sumber dayve alam minyak bumi dan gas bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf ¢
bersumber dari bagian negarn yang diperoleh dari
pengusahaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi
setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.
DBH sumber deya alam minyak bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1], yang dihasilkan dari wilayah
darat den wilayah laut sampai dengan 4 (empat] mil dari
garis pantat, ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma
lima persen), dibagikan kepada:
a. provinsi yang bersangkutlan sebesar 1% (dua persen);
b. kabupaten/kota penghasil sebesar 6,5% (enam koma
lima persen);
¢. kabupaten/keta lainnys yang berbatasan langsung
dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 3% (tiga
persenj;

d. kabupaten/kota . . .
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d. kabupaten/kota lainnya dalam provinsl yang
bersangkutan sebesar 3% (tiga persen); dan
€. kabupaten/kota pengolah sebesar 1% [satu persen).

DBH sumbecr daya alam minyak bumi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), yang dihasilkan dari wilayah laut

di atas 4 jempat) mil dard garis pantai sampai dengan 12

[dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 15,5%

(lima befas koma lima persen), dibagikan kepada:

a. Provinsl penghasil sebesar 5% (lima persen);

b. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang
bersangkutan sebesar 9.5% ([sembilan koma lima
persen); dan

€. kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

DBEH sumber daya alam gas bumi sebagaimana dimaksud

pada ayet (1), yvang dihasilkan dar wilayah darat dan

wilayah laut sejauh 4 (empat) mil dan garis pantal,

ditetapkan sebesar 30,5% [tiga puluh koma lima persen|,

dibagikan kepada:

a. provinsl yang bersangkutan scbesar 4% (empat
perscn);

b. kabupaten/kota penghasil achesar 13,5% (tga belas
koma lima persen);

¢. kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung
dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 6% (enam
persen);

d. kabupaten/kota lainnva dalam provingi yang
bersangkutan sebesar 6% [enam persen); dan

e. kabupaten/kote pengolah sebesar 1% (satu persen).

DBH sumber daya alam gas bumi yang dipercleh dari
wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai
dengan 12 {dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan
schesar 30,5% (tga puluh koma lima persen), dibagikan
kepada:

a. provinst penghasil sebesar 100 (sepulub persen);

b. kabupaten/kota lainnye dalam provins yvang
bersanghutan sebesar 19.5% [(sembilan belas koma
lima persen); dan

¢, kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

Pasal 118 . .
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Pasal 118

DBH sumber dave alam panas bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3] huruf d, bersumber
dari:

a. uran tetap; dan

b, iuran produksi.

DBH sumber daye alam panas bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), termasuk yang bersumber dari
sctoran  bagian Pemerintah atas dasar kontrak
pengusahaan panas bumi yang ditandatangani sebelum
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas
Bumi.

DBH sumber daya alam panas bumi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) vang dihasilkan dari wilayah

Daerah yang bersangkutan ditetapkan sebesar B0%

[delapan puluh persen|, dibagikan kepada;

a. provinsl vang bersangkutan sebesar 16% lenam belas
persen);

b. kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh
dua persen),

¢. kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung
dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12% (dua
belas persen);

d. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang
bersangkutan sebesar 12% |dua belas persen); dan

c. kabupaten/kota pengolah scbesar 8% [delapan
persen).

Pazal 119

DBH sumber daya alam perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal {11 ayat (3) huruf e ditetapkan
schesar B0% (delapan puluh persen) dari penerimaan
pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan
pungutan hasil perikanan.

DBH sumber daya alam penikanan untuk Daerah
sehagaimana dimaksud pada avat (1) dibagikan kepada
kabupaten/kota di seluruh Indonesia dam Daerah
provinsl yang tidak terbagi dalam  Daerah
kabupaten/kota otonom dengan mempertimbangkan
luas wilayah laut.

Pasal 120. ..
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Pasal 120

Berdasarkan pagu DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal

110, alokasi DBH per Daerah provinsi/kabupaten/kota

dihitung berdasarkan pembobotan sebagal berikut:

a. 90% [sembilan puluh persen) berdasarkan persentase
bagl hasil dan penetapan Daerah penghasil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119;
dan

b. 10% (sepuluh persen) berdasarkan kinerja Pemerintah
Daerah.

Pasal 121

Dalam hal ctdak terdapat kabupaten/kota pengolah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pasal 117, dan
Pasal 118, porsi kabupaten /kota pengolah dibagikan secara
merata kepada kabupaten /kota lainnya dalam satu provinsi
yvang bersangkutan dan kabupaten/kota lainnya yang
berbatasan langsung dengan kabupaten/ kota penghasil,

Pasal 122

Persentase pembagian DBEH sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 dapat diubah dengan
Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan komisi
vang membidangl keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 123

(1) Selain DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat
(1), Pemerintah dapat menetapkan jenis DBH lainnya.

(2) DBH lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersumber dari penerimaan negara vang dapat
diidentifikasi Daerah penghasilnya.

(3) DBH [ainnya sechagaimana dimaksud pada avat (1)
digunakan untuk mendanal keglatan tertentu sesuai
dengan kewenangan Daerah dan/atau prioritas nasional.

|4) Ketentuan lebih  lanjut  mengenai DBH  lainnya
sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah  setelah berkonsultasi dengan
komisi yang membidangt keuangan pada  Dewan
Perwakilan Rakyad.

Bagian Keempat . . .
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Bagian Keempat
DAU

Pasal 124

(1) Pagu nasional DAL ditetapkan dengan
mempertimbangkan:
a. Kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari
pelaksanaan Urosan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Dacrah;

b. kemampuan Keuangan Negara;
c. pagu TKD secara keseluruban; dan

d. target pembangunan nasional.

{2} Proparsi pagu DAU antara Daerah provinsi dan Daernh
kabupaten /kota mempertimbanghkan kebutuhan
pendanaan  dalam  rangka pelaksanaan  Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara
provinsi dan kabupaten/kota,

{3) Proporsi paga DAU Daerah provinsl dan Daerah
kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa  kelompok
berdasarkan karakteristik tertentu

Pasal 125

(1) DAU untuk tiap-tinp Daerah dialokasikan berdasarkan
celah fiskal untuk 1 (satu) tahun angegaran.

[2) Celah fizkal sebagaimana dimaksud pada ayat dihitung
sebagai schsih antara kebutuhan fiskal Dacrah dan
potens] pendapatan Dacrah

[3) Kebutuhan fiskal Dasrah schagaimana dimaksud pada
ayut [2) merupakan kebutuhan pendanaan Dacrah dalam
rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah,

(4} Potensi pendapatan Daerah zebagaimana dimaksud pada
ayat (2] merupakan penjumlahan dan potensi PAD,
alokasi DBH, dan alokasi DAK nonfisik.

Pasal 136. ..
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Pasal 126

(1} Kebutuhan pendanaan Daerah dalam  rangka
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 125 ayat |3} dihitung berdasarkan
perkiraan satuan biaya dikalikan dengan jumlah unit
target layanan untuk tap-tiap wurusan dan dikalikan
dengan fakior penyvesuamian, serta mempertimbangkan
kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan.

{2} Satuan bHaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dibitung dengan memperhitungkan biaya nvestasi dalam
rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

(3} Jumlah unit targer layanan untuk tap-tiap urusan
schagaimans dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah
target penerima layanan, seperti jumlah penduduk atau
jamlaly siswa, dan kesenjangan tingkat kebutuhan
infrastruktur  dasar dalam pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjad| kewenangan Daerah.

(4] Faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
adalah indikator yang memperhatikan antara lain huas

wilayah, karakteristik wilayah, dan indeks kemahalan
konstruksi.

Pasal 127

Data untuk menghitung kebutuhan fiskal Daerah dan
potensi pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 125 ayat i3) dan ayat (4] diperoleh dari lembaga
Pemerintah yang berwenang menerbitkan data sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 128

{1} DAU suatu provinsi dihitung berdssarkan perkalian
bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU
sclunuth provinsi dalam kelompok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 124 avat (3

(2] Bobot provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dengan membagi celah fiskal provinsi yang
bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh provinsi
dalam kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124
ayat [3).

Pasal 129 ...
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Pasal 129

{1} DAU  suatu hkabupaten/kota dihitung berdasarkan

(2)

(1)

2)

{3}

{1

perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan
dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota dalam
kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 avat
4.

Bobot kabupaten/kota sehagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihitung dengan membagi celah  fiskal
kabupaten/kota yang bersangkutan dengan total celah
fiskal seluruh  kabupaten/kota dalam  kelompok
schagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3).

Pasal 130

DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1)
dan Posal 129 ayvat (1] digunokan untuk memenuhi
pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan
tingkat capaian kinerja layanan Daerah.

Penggunaan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan
penggunaannya dan bagian DAU vang ditentukan
PENEEUNAANDYA,

Bagian DAL yang ditentukan penggunaannys
sebagaimana dimaksud pada ayal {2) termasuk untuk
mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta
pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Bagian Kelima
DAK

Paaal 131

DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah
untuk mendarai program, kegiatan, dan/atau kebifakan
tertentu dengan tjuan;

a. mencapal priorilas nasional;

mempercepat pembangunan Daerah;

mengurang kegenjangan layanan publik;
mendorong pertumbuhan  perekonomian  Daerah;
danfatau

e. mendukung operasionalisasi layanan publilk.

B o

{2) Kehijakan . . .
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[2) Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan pada:
a4, rencana pembangunan jangka menengah nasional;
b. rencana kerja pemerintah;

¢. kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan
fiskal,

d. arashan Presiden; dan
€. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) DAK achagaimana dimaksud pada ayat [1) terdiri atas:

a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung
pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana
inyanan publik Daerah;

B DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung
operasionalisasi layanan publik Daerah; dan

€. hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk
mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan
publik Daerah tertentu yang didasarkan pada
perjanjian  antara  Pemerintah dan  Pemerntah
Daerah.

[4) Perencanaan dan pengalokasian DAK sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dapat disinergikan dengan
pendanann Ininnya. .

(3) DAK sebagaimana dimaksud pada ayar (1) ditetapkan
setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN
sesuni dengan kemampuan Keuangan Negara,

(6] DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan
untuk mencapal target kinerja Daerah yang ditetapkan
oleh Pemerintah.

{7] Hibah kepads Daerah sebagmmana dimaksud pada avat
{3) hurul ¢, yang bersumber dari luar negeri, dilakukan
melalui Pemerintah.

Bapian Keenam
Dana Otonomi Khusua

Pazal 132

(1) Dana Otonomi Xhusus dialokasikan kepada Daerah yang
memiliki otanomi khusus sesuai dengan Undang-Undang
mengenai olonom! khusus.

(2} Dana .
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Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada avat
{1} dibagi antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayah
provinai yang bersangkutan secars adil dan transparan
sesuai  dengan Undang-Undang mengenai otonomi
khusus.

Pengelolaan Dana Otonomi  Khusus  dilaksanakan
berdasnrkan perencanaan yvang mengacu pada rencana
pembangunan jangka menengah nasional dan rencana
pembangunan jangka menengah Daerah serta target
kineria.

Bagian Ketujuh
Dana Keistimewann

Pasal 133

Dana Kristimewaan dialokasilean kepada Pemerintah
Daerah Provinsl Daerah Istimewa Yogyakaria sesuai
dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan
mengenal keistimewaan Dasrah |stimewa Yogvakarta,

Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diserahkan kepada kabupaten/kota di wilayah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyvakarta sesual dengan
urusan keistimewaan Pemerintah Daerah Provinsi
Daerah |stimewa Yogyakarta yang dilaksanakan oleh
pemerintah kabupaten/kota.

Pendanamn atas urusan kelstimewaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] divsulkan oleh pemerintah
kabupaten /kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memperhatikan
kebutuhan dan priocitas tiap-tiap kabupaten/kota.
Pengelolaan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan
yang mengacu pada rencana pembangunan }mgls.u
menengah nasional dan rencana pembangunan jangka
menengah Daerah serta target kinerja.

Bagian Kedelapan . . .
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Bagian Kedelapan
Dana Desa

Pasal 134

(1} Dana Desa merupakan pendapatan desa vang dananya

bersumber dari APEN.

(2} Dana Desa sebagnimana dimaksud pada ayat (1)

(K]

(4

(1]

()

(1)

dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan
dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa,
jumlah desa, jumiah penduduk, angka kemiskinan luas
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis,

Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana
Desa setiap tahunnva sesual dengan prioritas nasional

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
mengenai perencanaan casional dan alokasi TKD.

Penganggaran, pengalokasian, pelaporan, pemantauan,
dan evaluasi Dana Desa dilaksanakan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hagian Kezsembilan
Insentil Fiskal

Pasal 135

Pemerintah dapat memberikan insentil fiskal kepada
Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria
tertentu.

Kriteria terfentu sebagaimana dimaksud pada avat (1)
berupa perbaikan dan/atau pencapalan kinerja
Pemerintahan Daerah, antara lain pengelolaan Keuangan
Dacrah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan
dasar.

Bagian Kesepuluh
TED untuk Daerah Persiapan

Paaal 136

Menteri mengalokasikan bagian dana TKD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 huruf 8 dan huraf b untuk
Daerah persiapan.

(2) Bagian . . .
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Bagian dana TKD untuk Dacrah persiapan sebagaimana
dimaksud padn ayat (1) dihitung secara proporsional dari
glokasi dana TKD yang diterima Daerah induk
berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, target
layanan, dan/atau lokasi.

Daerah induk menganggarkan bagian dana TKD untuk
Daerah persiapan sesuai dengan alokasi scbagaimana
dimaksud pada ayat {2} scbagai anggaran Belanja Dacrah
persiapan dalam APBD Daerah induk.

Dalam hal Daerah persiapan berada di wilayah Daecrah
yang memiliki otonomi khusus atau yang memiliki
keiatimewnan, pengalokesian schagnimane dimalksud
pada ayat (1] termasuk bagian dana TKD yang dimaksud
dalam Pasal 106 huruf d dan hurufl e

Pengalokasian dana TXD untuk Dacrah persiapan
schagaimana dimaksud pada ayat (1] dan ayat (4)
diberikan dalam Jangka waktu sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelaa
TED untuk Daerah Baru

Pasal 137

Dana TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
uniuk Daerah baru dislokasikan secara mandir pada
tnhun anggaran berikutnya sejak  undang-undang
pembentukan Daerah tersebut diundanghkan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat [1) berlaku
untuk Daerah bara VANE undang-undang
pembentukannyn diundangkan sebelum atau pada
tanggal 30 Juni tahun berkenaan.

Dalam hal undang-undang pembentukan Daerah baru
diundangkan setelah tanggal 30 Juni tahun berkenaan,
dana TKD untuk Daersh baru diperhitungkan secarn
proporsional darl dana TKD yang dialokasiken untuk
Daerah induk.

Proporsi dana TED sehagaimana dimaksod pada avat (3],
antara lain dikitung berdasarkan jumlah penduduk, luas
wilayah, target layanan, lokasi, dan/atau status Daerah
penghasil DBH.

(5) Dalam . . .
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{5) Dalam hal undang-undang pembentukan Daerah baru
diundanghkan setelah penetapan APBN tahun berikutnya,
pembagian TKD antara Daerah induk dengan Daerah
baru dituangkan dalam Peraturan Presiden.

Baginn Kedua Belas
Penyaluran TKD

Pasal 138

(1} Penyaluran TKD dilakukan melalui pemindahbukuan
dari kas negara ke kas Dasrah.

{2} Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara sekaligus atau bertahap dengan
mempertimbangkan:

a. kemampuan Keuangan Negara,

b. kineria pelaksanaan kegiatan di Daerah vang didanai
dari Pajak dan dana TKD; dan/atau

¢, kebijekan pengendalian Belanja Daerah dan kas
Daerah,

dalam rangka sinerg pengelolaan fiskal nasional.

Pasal 139

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perencanaan,
penganggatan, pengalokasian,  penyaluran,  penggunaan,
pelaporan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi TEKD
schagaimana dimaksud dalam Pasal 106 sampai dengan
Pasal 138 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerimah,

BAB IV
PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Baginn Kesatu
Penganggaran Belanja Daerah

Pasal 140
Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:
o  kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah;
b, penganggaran terpadu; dan
¢, penganggaran berbasis xinerja.

Pasal 141 . . |
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Pasal 141

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan
Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah
yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan
Pemerintahan wajib yang terkail dengan pelayanan dasar
publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disinkronisasikan  dan  diharmonisasikan  dengan
program vang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 142

Alokasl anggaran untuk setiap perangkat Daerah
ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik
tiap-tinp Urusan Pemerintahan.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] tidak dilakukan
berdasarkan perlimbangan pemerataan antarperangkat
Daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun
anggaran sebelumenya.

Dalamm  rangka memiokuskan pencapalan target
pelayanan publik, perangkat Daerah menganggarkan
program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Dacrah
berdasarkan skala prioritas,

Pasal 143

Belanja Dacrah disusun berdasarkan standar harga dan
analisis standar belanja.

Standar harga sebagaimana dimaksud pada avat (1)
mencakup standar bharga untuk belanjy operasi dan
standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara pada
Pemerintah Daerah.

Stendar harga untuk belanja operasi sebegaimana
dimaksud pada ayat {2} disusun berdasarkan standar
harga satuan regional dengan mempertimbangkan
kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran.

Standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara pada
Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan
capaian reformasi birokrasi Daerah, kelas jabatan, dan
kemampuan Keuangan Daerah yang bersangkutan.

|3) Analisis . . |
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Anzlisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan penilaian kewajaran alas
beban kerja dan biaya yang digunakan untuk
melaksanakan suatu kegiatan.

Pedoman mengena standar harga dan analisis standar
belanja schagaimana dimaksud pada avat (1) diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 144

Belanja wuntuk  pemenuhan  kebutuhan  Urosan
Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelavanan dasar
publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1)
disesusikan dengan kebutuhan untuk pencapaian
standar pelayanan minimal,

Belamja Daerah dapal dialokasikan untuk pelaksanaan
Urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan
pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan
setelah mempertimbangkan pemenuhan  kKebutuhan
Urusan Pemerintahan wajib vang terkalt dengan
pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1),

Pasal 145

Dacrah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai
Urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besarannya
telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Belanja Daerah yang berasal dari TKD yang telah
ditentukan penggunoannye  dianggarkan  dan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 146

Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Dacrah di
luar tunjangan gura yang dialokasiken melalui TKD
paling tingg 30% {tign puluh persen) dari total belanja
APBD.

{2) Dalam . . .
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Palam hal persentase belanja pegawal sebagaimana
dimaksud padn ayat (1) telah melebihi 30% [tiga puluh
persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja
pegawal paling lama 5 {lima) tahun terhitung sejak
tanggal Undang-Undang inl diundangkan,

Besaran persentase belanjn pegawai  schagaimana
dimaksud pada ayat (I} dapat disesuatkan melahn
keputusan Menter: setelah berkoordinasi dengan menteri
yeng menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam
negerl dan menteri yvang menvelenggarakan Urusan
Pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil
negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 147

Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur
pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh
persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagl hasil
dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.

Belanjs bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah
dan/atau desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan
publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
mencapai 0% [empat puluh persen), Daerah harus
menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan
publik paling lama 5 {lima) tahun terhitung sejak tanggal
Undang-Undang ini diundanghkan.

Besaran persentase belanja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat disesuaikan melalul keputusan Menteri
setelah  berkoordinasi  dengan  menteri  yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri
dan menteri teknis terkait dengan mempertimbangkan
antara lain arah pembangunan infrastruktur nasional
yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka
menengah nasional

Pasal 148 . . .
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Fasal 148

Dalam hal Daerah tidak melakssnakan ketentuan alokasi
Belanja Daerah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 145
sampal dengan Pasal 147, Daecrah dapat dikenai sanksi
penundaan dan/atau pemotongan dana TKD vang tidak
ditentukan penggunaannys.

Bagian Kedua

Optimalisasi SiLPA untuk Belanja Daerah

Pasal 149

{1} Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan

(2)

(3)

(4)

{3

penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-
undangan pads tahun anggaran sebelumnya, Daerah
wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai dengan
PEngEUnAANNYL.

Dalam hal SiLPA Daerah tinggl dan kinerja layanan
tinggl, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan
untuk pembentukan Dana Abadi Daerah dengan
memperhatikan  kebutuhan yeng menjadi prioritas
Daerah yang harus dipenuhi.

Dalam hal SiLPA Daerah tinggl dan kinerja layanan
rendah, Pemerintah dapat mengarahkan penggunaan
SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan
publik Daerah yang berorientasi pada pembangunan
ekonomi Daerah.

Penilaian kinerje layanan sebagaimana dimaksud pada
ayal [2) dan ayal [3) menggunakan hasil penilaian kinerja
yang berlaku untuk penghitungan DAU.

Ketentuan lebih lanjut mengenal optimalisasi SiLPA
untuk Belanja Daerah distur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.,

Bagian Ketiga . . .
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Raglan Ketiga

Pengembangan Aparatur
Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 150

Pemerintah menyelenggarakan pengembangan kapasitas
aparatur pengelola Keuangan Daerah dengan tujuan untuk
memperbaiki kualitas pengelolsan Keuangan Daerah dan
meningkatkan kompetens] secara berkelanjutan.

(1)

2

(31

(1)

(2)

Pagal 151

Aparatur  pengelola  Keuangan  Daerah  harus
mendapatkan sertifikas! yang diberikan oleh lembaga
yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah  untuk
menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur
pengelola Keuangan Daerah scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 150.

Pelaksanann  kewajiban  sertifiknsi  sebagaimana
dimaksud pada ayat {l| dilaksanakan dengan masa
transisi sampai dengan 3 (tga) tahun terhitung sejak
tanggal Undang-Undang ini diundangkan,

Ketentuan lebih  lanjur mengenal penyelenggaraan
pengembangan aparatur pengelola Keuangan Daerah
dan standardisasinya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

Bagran Keempat
Pengawasan APBD

Pasal 152

Pengawasan pengelolaan APBD dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembagn pemerintahan yang membidangi pengawasan
yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden,
dalam  hal tertentu, melakukan pengawssan intern
terhadap rancangan APBD ataupun pelaksanaan APBD
dalam rangka memberikan masukan kepada Presiden.

(3] Dalam . . .
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Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat [2), lembaga pemerintahan vang membidangi
pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada
Presiden  berkoordinesi  dengan  menteri yang
menyelengearakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Kementerian  yang  menyelenggarakan  Urusan
Pemerintahan dalam negeri bekerja sama dengan
lembagn pemerintahan yang membidangi pengawasan
yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden
melakukan penguatan terhadap kapabilitas aparat
pengawasan  intern Pemerintah  Daersh untuk
mendukung peringkatan kualitas pengelolaan APBD.

Pasal 153

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolasn
Belanja Daerah dan pengawasan APBD diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(1}

(<)

(3
()

{5)

BAB YV
PEMBIAYAAN UTANG DAERAH

Fasal 154

Pemb:ayaan Utang Daerah terdiri atas:
a, Pinjaman Doerzh;

b. Obligasi Dacrak; dan

o. Sukuk Dacrah.

Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan wuntuk membiayai Urusan
Pemerintahan vang menfadi kewenangan Dacrah,

Pemerintah tidnk memberikan jaminan atas Pembinyaan
Utang Daerah

Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pembiayaan
langsung dari pihak hiar negeri.
Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam | isatu)
tahun anggaraf lerleblh dahulu mendapat persetujuan

DPRD.

(6] Persetujuan ., . .
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i6) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat [5)

(7]

(8]

(1

(2]

(3)

(%)

(51

diberikan pada saat pembahasan APBD.

Dalam hal tertentu, Kepala Daerah dapat melakukan
Pemblayaan melebihl nilai bersih maksimal yang telah
disetujui DPRD sebagaimana dimaksud pada avat (5) dan
dilaporkan sebagai perubahan APBD tahun yang
bersangkutan.

Pembiayaan Utang Daerah yang memenuhi persyaratan
teknis dapal dilakukan melebihi sisa masa jabatlan
Kepala Daerah sctelah mendapat pertimbangan dari
Menten, menteri yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan dalam neger, dan menterl  yang
menyelengegarakan Urusan Pemerintahan di  bidang
perencanaan pembangunan nasional,

Bagian Keaatu
Pinjaman Daerah

Pasal 155

Finjaman Daerah dapat bersumber dari:
a, Pemerniah;
b. Pemerintah Dacrah lnin:

e. lembagn keuangan bank; dan/atay
d. lembaga keuangan bukan bank.

Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a diberikan
melalui Menteri setelah mendapatkan pertimbangan
menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
dalam negeri dan mented yang menyelenggarnkan
Urusan  Pemerintahan  di bidang  perencanaan
pembangunan nasional.

Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dapat dilakukan
melalui penugasan kepada lembaga keuangan bank atau
lembaga keuangan bukan bank.

Pinjaman Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, hurul e, dan huruf d dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan pembert pinjaman,

Pinjaman Dacrah dapat berbentuk konvensional atau
syariah.

Pasal 136 . ..
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Pasal 156

Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka:

a. pengelolaan kas;

b. pembiaysan pembangunan infrastrukiur Daerah;

¢. pengelolaan portofolio utang Daeraly; dan /atau

d. penerusan pinfaman danfatau penyertaan modal
kepada BUMD.

Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

tidak dengan persetujuan DPRD.

Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus

dilunas! dalam tahun anggaran berkenaan,

Pinjaman Dwerah dalam rangka pembiayaan

pembangunan  infrastruktur Dacrah  sebagaimana

dimaksud pada ayat 1) burufl b dapat berupa pinjaman

tundi dan/atau pinjaman Kegiatan.

Pinjaman Daerah dalam rangka pencrusan pinjaman

dan/atau penyertaan modal kepada BUMD sebagaimana

dimaksud pada ayat [1) hurul d berupa penugasan dari

Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk

membiayai program /kegiatan yvang bersifat strategis

nasional atau penugasan lainnya sesuai  dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penugasan Pemerintah Daecrah kepada BUMD
schagaimana dimaksud pada ayat [5) vang bukan
merupakan program/kegiatan yang bersifat strategis
nasional harus mendapatkan persetujuan menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedun
Obligasi Dacrah dan Sukuk Daerah

Pasal 157

Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah
dilakukan dalam rangka:

&, pembiavaan pembengunan mfrastruktur Daerah;

b. pengelolaan portofolio urang Daerah; dan/atau

C. pENerusan . . .
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€. penerusan pinjaman dan/atau penvertasan modal
kepada BUMD gtas dana hasil penjualan Obligasi
Daerah dan Sukuk Daerah,

Obligasi Dacrah dan Sukuk Daerah diterbitkan melalui
pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah.
Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dalam
rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah
sehagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a dilakukan
untuk penyedinan sarana dan prasarana Daerah.
Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
peractujuan Menteri setelah mendapat pertimbangan

menteri yang menyelonggarakan Urusan Pemerintahan
dalam negeri.

Penerbitan Sukuk Dacrah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setelah mendapat pernyatasn
kesesupian Sukuk Daerah terhadap prinsip-prinsip
syariah dari ahli syariah pasar modal.

Pasal 158

Barang milik Daerah dan/atau objek Pembiayaan yang
dibiavai darl Sukuk Daerah dapat digunakan sebagai
dasar penerbitan Sukuk Daerah.

Barang milik Daerah sebagnimana dimaksud pada avat
|1) disebut scbagni aset Sukuk Dasrah, dapat berupa:

i. tanah danjfatau bangunan; dan

b. sclain tanah dan/atau bangunan,

Aser Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (2)
tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dihapuskan
sampai dengan jatuh tempo Sukuk Daerah.

Bagian Ketiga
Pengelalann dan Pertanggungjawaban

Pasal 159

Kepala Daerah berlanggung jawab atas pengelolaan
Pembiayaan Utang Dacrah.

Pasal 160 . . .
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Pasal 160

Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas
Pembiayaan utang pihak lain.

Barang milik Daerah tidak dapat dijadikan jaminan atau
digadaikan untuk mendapatkan Pembilayaan Utang
Daerah.

Pasal 161

Pemerintahh Daerah wajlb membayar kewajiban
Pembiayaan Utang Dacrah pada saat jatuh tempo.

Dana untuk membayar kewajiban Pembiayaan Utang
Daerah  sebageimana dimaksud pada avat (1)
dianggarkan dalam APBD sampal dengan berakhirnya
kewajiban.

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan
pembayaran kewajiban Pembiaysan Utang Daerah
schagaimana dimaksud pada ayat (2], Kepala Daerah dan
DPRD dikenai sankst administratif berupa tidak
dibayarkannyn hak keuangan yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6
(enam) bulan,

Pasal 162

Dalam hal Daerah tidak membayar kewajiban Pinjaman
Daerah vang bersumber dari Pemerintah dan lembaga
vang mendapal penugasan dari Pemerintah vang telah
jatuh tempo, Menteri dapat melakukan pemotongan
dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya,

Pemotongan schagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarnkan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pasal 163

Ketentuan lebih lanjut mengenal persyaratan, tala cara, dan
mekanisme Pembiayaan Utang Daerah serta barang milik
Daerah daon/atau objek Pembiayann vang dibiayai dar
Sukuk Daerah dalam rangka penerbitan Sukuk Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Paszal 154 sampai dengan
Pasal 162 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

BAB VI, ..
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BAB VI
PEMBENTUKAN DANA ABADI

Pasal 164

(1} Daerah dapat membeniuk Dana Abadi Daerah yang
ditetapkan dengan Perda.

(2) Pembentukan Dana Abadi Daerah  scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempertimbanghkan antara lain
kapasitas fiskal Daerah dan pemenubhan kebutuhan
Urusan Pemerintahan wajibh yang terkait dengan
pelayanan dasar publik.

{3) Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah scbagaimana
dimaksud pada avat (1) ditujukan untuk:

a. memperoleh manfaat  ckonomi, manfaat =sosial,

dan/atau manfaat lainmya vyang ditetapkan

sebelumnya;
b. memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah;
dan
¢. menyelenggarakan  kemanfaatan umum  lintas
generasi.
Pasal 165

(1) Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
164 ayat (1) dikelola oleh bendahara umum Daerah atau
badan layanan umum Daerah,

(2) Pengelolaan Dana Abadi Daerah dilakukan dalam
investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai.

|3) Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayvat {1) menjadi Pendapatan Daerah.

Pasal 166

Ketentuan lebih lanjut mengenat tata cara pembentukan dan
pengelolaan Dana Abadi Dacrah diatur dengan atou
berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BABVIIL. .,
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BAB VI
SINERGI PENDANAAN

Pasal 167

(1} Dalam rangke percepatan penyediaan infrastruktuor
dan/atau program prioritas lainnya sesusi dengen
urusan yang menjadi kewenangan Daernh, Pemerintah
Daerah dapat melakulkan Sinergi Pendanaan.

(2] Sinergl Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan
bailk dari AFBD maupun selain dari APBD.

(3] Pendanaan dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat
{2} dapat berasal dari PAD, TKD, dan/atau Pembiayaan
Utang Dacrah.

(4] Pendanaan selain dari APBD scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berupa kerja sama dengan pithak
swasta, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau
Pemerintah Daerah lainnya.

(5] Dalam rangka mendukung Sinergi Pendanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat
menyinergikan dengan belanja kementerian/lembaga
danfatau tugas pembantiuan.

Pasal 168

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sinergi Pendanaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 diatur dengan atau
herdasarkan Peraturan Pemerintah,

BAB VTNl

SINERG] KEBLIAKAN
FISKAL NASIONAL

Pasal 169

(1} Pemerintah menyinergkan kebijakan fiskal nasional.

(2) Sinergi kebijakan fiskal nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat [1) dilakoukan melalu:

a. penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan Daerah;

b. penetapan . . .

SK No 104109 A
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b, penetapan  batas maksimal defisit APBD dan
Pembiayaan Uteng Dacrah;

c. pengendalian dalam kondisi darurat; dan

d. sinergl bagan akun standar.

Pasal 170

Pemerintah Daerah menyinergikan kebijakan
pembangunan dan kebijakan fiskal Daerah dengan
renicana pembangunan jangka menengah nasional,
rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro dan
pokok-pokok kebijakan fskal, arahan Presiden, dan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
datam Pasal 169 ayat (2).

Rencana pembangunan jangka menengah nasional dan
rencana kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} mempertimbangkan berbagai usulan program
strategis Daerah sesuai dengan mekanisme yang diatur
dalam kelentuan perundang-undangan mengenai sistem
perencanaan pembangunan nasional,

Pasal 171

Penyelarasan dengan réencana jangka menengah nasional
dan rencana kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 170 dilakukan melalui penyelarasan target kinerja
makro Daerah dan target kinerja program Daerah dengan
prioritas nasional,

Pazal 172

Penctapan batas moksimal defisit APBD dan Pembiayaan
Utang Daerah sebagmmena dimaksud dalam Pasal 169 ayat
{2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

b.

Menteri menetapkan batas maksimal kumulatif defisit
APBD untuk tahun anggaran berikutnya, paling lama
bulan Agustus tohun anggaran begjalan, dengan
memperhatikan keadaan dan perkembangan
perekonomian nasional,

jumlah kumulatif defisit APBD dan defisit APBN tidak
melebihi 3% (tiga persen) dan perkiraan produk domestik
bruto tahun anggaran berkensan; dan

c. jumlah . .,
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e, jumlah kumulatil pinjaman Pemeriniah dan Pemblayaan
Utang Daerah tidak meiebibl 60% [enam puluh persen)
dari perkiraan produk dormestik bruto tahun anggaran
berkenaan.

Passl 173

Pengendahan dalam kondisi darurat sebagnimana dimaksud
dalam Pasal 169 ayat [2) huruf c diakukan dengan
ketentuan:

a. Pemerintah dapat mewajibkan Dacrah untuk melakukan
penguiamaan penggunann  alokasi anggaran  untuk
kegiatan terteniu |reforusmg), perubahan alokasi, dan
perubahan penggunaan APRD;

b. Pemerintah dapat melakukan penvesuaian besaran
batas makaimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang
Daerah sebagnimana dimaksud dalam Pasal 172; dan

€. ketentuan mengenal pengutamaan penggunaan alokasi
anggaran uniuk keglatan tertentu  [refocusing,
perubahan alokasi, dan perubahan penggunaan APRD
scbagmmana dimeksud pada huruf a dan penyesuaian
batas maksimal defisit APBD dan Pembiavaan Utang
Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, diatur
lebih lanjut oleh Peraturan Menteri setelah berkoordinasi
dengan menteri  vang menvelenggarakan  Urusan
Pemerintahan dalam negeri.

Pasal 174

Sinergi bagan akun standar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 169 ayat (2] huruf d dilakukan paling sedikit melalui
penyelarasan program dan kegiatan serta keluaran dengan
kewenangan Daerah sesuni dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 175

Pemerintah dapat memberikan sanksi berupa penundaan
danfatau pemotongan TKD dalam hal Pemerintah Dacrah
lidak melakukan kewnjibannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 170 sampai dengan Pasal 174,

Pasal 176 . . .
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Pasal 176

Sinergl kebijakan fskal nasional sebagaimans dimaksud

dalam Pasal 169 didukung dengan:

a. penyusunan konsalidasi informasi keuangan Pemerintah
Daerah secara nasional sesuar dengan bagan akun
standar untuk Pemerintah Dacrah;

b. penyajian informasi keuangan Daerah secara nasional;
dan

c. pemantauan dan evaluasi pendanaan desentralisasi,

Pasal |77

Pemerintah membangun sistem informasi pembangunan
Daerah, pengelolaan Keuangan Daerah, dan informasi
lainnya melalui platform digital vang terinterkoneksi dengan
sistem informasl konsalidast kebijakan fiskal nasional.

Pasal 178

Dalam rangka penyajian informasi keuangan Daerah secarn
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasol 176 huruf b,
Pemerintah Daerah menyediakan informasi keuangan
Daesrah secara digital dalam jaringan,

Pasal 179

{1] Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara
berkala paling sedikit terhadap:
a, pelaksanaan TKD; dan
b. pelaksanaan APBD,

2] Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat |1} dilaksanakan dengan menggunakan sistem
informasi achagaimana dimakaud dalam Pasal 177.

(3] Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan Pemerintah dalam pengambilan kebijakan
fiskal nasional, TXD, dan/atau pemberian aanksi atau
insentif kepada Pemerintah Daerah.

Pagal 180

Ketentuan [ebih lanjul mengenai sinergi kebijakan fiskal
nasional sehagaimana dimaksud dalam Pasal 169 sampai
dengan Pasal 1 79 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Pemerintah.,

BABIX...



SK No 04114 A

X

PRE SIDEN
REPLUBLIE INDONESIA

-5 .

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Paszal 181
(1] Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayar (5], schingga merugikan Keuangan Daerah,
diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali
jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2] Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (5], schingga merugikan Keuangan Daerah,
diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atay pidana denda paling banyak 4 (empat) kali
jumlah Pajak terutang vang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 182

Tindak pidana di bidang perpajekan Daerah tidak dapat
dituntut apabila telah melampawi jangks waktu 5 (lima)
tahun terhitung sejak saat Pojak teruilang atau masa Pajuk
berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun
Pajak vang bersangkutan berakhir.

Pasal 183

Waiib Retribusi yang tidak melaksanakan kewsjibannya
sehagaimana dimaksud dalam Pesal B7 avat (4), sehingga
merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana
kurungan paling lama 3 [tiga) bulan atau pidana denda
paling banyak 3 {riga) kali dan jumlah Retribusi terutang
yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 184

Pejabat atau tenaga eshh yang melanggar larangan
sehagaimana dimalksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat
(2], diancam dengan pidana berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Fasal 185

Denda sehagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Pasal 183,
dan Pasal 184 merupakan pendapatan negara.

BAB X ..
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BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 186

Dalam hal terdopat beban Keuangan Negara akibat
perbuatan hukum yang difakukan oleh unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah dan telah mendapatkan putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tanggung jawab
atas perbuatan hukum dimaksud diperhitungkan dengan

pemotongan TKD.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 187
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlalku:

a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib
Retribusi yang belum diselesaikon sebelum Undang-
Undang mi dindangkan, penyelesaiannya dilakukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang
Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya
Undang-Undang 1ni;

b, Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pejak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap
berlaku paling lamea 2 [dua) tahun terhitung sejak tanggal
diundangkannya Undang-Undang ini;

c. khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor,

Ben Balik Nama Kendarsan Bermotlor, Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan
Bermotor, dan bag hasil Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor dalam Perda yang disusun  berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai
depsgan 3 {tiga] tahun terhitung scjak langgal
diundangkannya Undang-Undang ini;

d, dalam hal jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada
huruf b dan huruf ¢ tidak dapat dipenuhi, ketentuan
mengenai Pajak dan Retribusi mengikuti ketentuan
berdasarkan Undang-Undang ini;

€, penerapan . . .
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penerapan DAU sesual dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini tidak boleh mengakibatkan penurunan
alokasi DAU per daerah paling lama 5 (lima) tahun
terhitung sejak diberlakukannya ketentuan mengenai
alokasi DAV berdasarkan Undang-Undang inj; dan

ketentuan mengenai DBH sebagaimana distur dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Acch dan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua
sebagalmana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua,
dinyatakan etap berlaku selama tidak diatur lain dalam
Undang-Undang in.

Pazal 184

Pada zaat Undang-Undang ind mulai berlaku;

a. peraturan perundang-undangan yang merupakan

peraturan pelaksanaan dar Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Heuangan antara
Pemerniah Pusat dan Pemerintahan Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44348); dan

peraturan  perundang-undangan  yang merupakan
peraturan pelaksanaoan dari Undang-Undang Nomaor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor |30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, teraxhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573,

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB XIT .
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BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 180

i1} Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 38),

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal 1 angka 47

sampal dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait
dengan Pajlak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal
279, Pasal 285 ayat (2} huruf a angka 1 sampai
dengan angka 4, Pnsal 288 sampai dengan Pasal 291,
Posal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintanan Daerah [Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagnimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor |11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerfa [Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
dan

. Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 avat {4) dalam Pasal

252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

dicabut dan dinvatakan tidak berlado

(2] Bemua ., . .
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(2) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah serta Pajak dan Retribusi
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang tni.

Pasal 190

Ketentuan mengenel msentl pemungutan Pajak dan
Retnibusi sebagaimana disatur dalam Pasal 104, hanva dapat
dilaksanakan sampai dengan diberlakukannys pengaturan
mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah
mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi
pemungutan Pajak dan Retribusi,

Pasal 191

i1} Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen
PEKB, Opsen BBENKB, dan Opsen Pajak MBLB
schagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai
berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal
diundangkannya Undang-Undang ini.

{2} Ketentuan mengenai alokasi atas DAU dan DBH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilaksanakan
sepenuhnya mulai Tahun Anggaran 2023,

Pasal 192

Peraturan pelaksanaan dan Undang-Undang ini ditetapkan
paling lama 2 |dua) tahun seiak Undang-Undang ini mulad
heriaku,

Pasal 193
Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

AgBr ...
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Agar sethap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jokarta
pada tanggal 5 Januari 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ted.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2022

MENTER] HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
td.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuail dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
— REPUBLIK INDONESIA
Highoe Perundang-undangan dan
ey inistrast Hukum,
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDOKESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

. UMUM

. Hubungan Eeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan
tujuan untuk melindungl segenap bangea Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejohteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia vang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial. Selanjutnya berdasarken Pasal 18 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesin Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas Dacrah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas
Daerah kabupaten dan kota, Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota
mempunyai pemerintahan sendir. Pemerintah provinsi, kabupaten,
dan kota berhak mengatur dan mengarus sendiri Urusan
Pemerintaban menurit asas otonomd dan tugas pembantuan. Urusan
Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan
berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang
bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan
berdasarkan asas dekonsentras: dan tuges pembantuan. Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan
bagian dari kekuasaan pemerintahan yang beradn di tangan Presiden
sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sehingea tidek dapat benalan sendiri-sendiri. Hal ini
menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam
ranglka pencapaian tujuan bernegara.

Pembagian . .

SK No 104173 A



X

PRESHEM
REPUBLIE IMCHDMESIA

<9

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi,
kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan
antarpemerintahan  tersebut  menimbulkan adanya hubungan
wewenang dan hubungan keuangan. Seaual dengan amanat Pasal 18A
ayat (2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, seria
pemanfaatan sumber dava alam dan sumber daya Ininnva antara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara
adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Untuk melaksanakan amanat Pasal [8A ayat [2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebul disusunlah
Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Undang-Undang ini
juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan
pelaksanaan Hubungan Xeuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Dasrah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusal dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya
untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui
Hubungnn Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna
mewujudkan pemerataan layvananr  publik dan peningkatan
kesejahternan masyarokat di seluruh pelosok Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
berlanduskan pads 4 {empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan
sistern Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang
efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah
FPusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan
vertikal dan horizontal melahu: kebijakan TKD dan Pembiaysan Utang
Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta
harmonisasi kebijakan fskal antara Pemerintah dan Daerah untuk
penyelenggarsan layanan publik yang optimal dan menjaga
kesinambungan fiskal.

2. Bistem . . .
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4. Sistem Pajak dan Retribusi

Dalam rangks mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih
efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Dacrah untuk
memungut Pajak dan Retribusi  dengan penguatan  melalui
restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan
Daerah yang baru, penyederhanaan fenis Retribusi, dan harmonisasi
dengan Undang-Undang Nomor | | Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis
Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT,
Hal inl memiliki tujuan untuk () menyelaraskan Objek Pajak antara
pajak pusat dan pajak daerah sehinggn menghindari adanva duplikasi
pemungutan pajak: (i) menyederhanakan administrasi perpajakan
schingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan
biaya pemungutan; (i) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak
terintegrasi oleh Daerah; dan (iv] mempermudah masyarakat dalam
memenuhi  kewajiban  perpajakannya, sekaligus  mendukung
kemudahan berusaha dengan adanye simplifikasi sdministrasi
perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi,
PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek
rekrensi, dan persewaan sarana dan prasarana clahraga (objek
olahraga permainan)

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen
Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu
FKB, BBNKB, dan Pajak MBLB, Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya
merupakan pengalihan dari bagl hasil pajak provinsi, Hal tersebut
dapat meningkatkan kemandirian Dacrah tanps menambah beban
Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD,
serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan
keleluasan belanja atas penerimean tersebut pada tiap-tiap level
pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara iru,
penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagal sumber
penerimaan baru diharapkan dapal memperkuat flungsi penerbitan izin
dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan
mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas
karena perencanaan, penganggaran, dan realizasi APBD akan lebih
baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan
ckatensifikasi perpajakan Daerab baik itu bagi pemerintah provins
maupun pemerintah kabupaten/ kaota.

Penyederhanaan Retribusi dilakuken melalul rasionalisasi jumlah
Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenls, yaitu Retribus
Jasa Umum, Retribuai Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Lebih . ..
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Lebih lanjut, jumlah atas jenis Ohiek Retribusi disederhanakan dari 32
ftiga puluh dua) Jenis menjadi 18 [delapan belas) jenis pelayanan.
Rasionalisasi tersebut memiliki tujusn agar Retribusi vang akan
dipungut Pemerintah Dacrah adalah Retribusi yang dapat dipungut
dengan efektif, serta dengan biaya pemunguian dan biaya kepatuhan
yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurang
beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang
menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisas! juga sefalan
dengan implementas: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Ketja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim
investasl yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan
kena vang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada
Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka
pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di
Daerah. Pemerintah dapal menyesualkan tarif Pajak dan Retribusi
dengan penetapan taril yang berlaku secara nasional, serta melakukan
pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenal Pajuk dan
Retribusi yang menghambat chkosistermn investasi dan kemudahan
dalam berusaha,

3. TKD

TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan
untuk mengurangl ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah
tvertikal] dan ketimpangan fiskal antar-Daerah (horizontal), sekaligus
mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan
publik di seluruh Daerah. TKD meliputi DBH, DAU, DAK, Dana
Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa.

Dalam rangka mencapal tujuan untuk mengurang ketimpangan
fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-Daerah, pengelolaan TKD
akan mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Deerah, sckaligus
mendorong tanggung jawab Daerah dalam memberikan pelayanan
yvang lebih baik secara efisien dan disiplin. Untuk itu, DBH
dialokasikan berdasarkan realisasi  penérimaan negars  yang
dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan
kepastian penerimaan bagl Daerah. Selain itu, pengalokasian DBH
akan memperhitungkan kinerja Daerah dalam memperkuat
penerimaan negara vang dibagihasilkan ataupun perbaikan
lingkungan vang terdampak akibat aktivitas eksploitasi.

Reformulas: | . .
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Reformulasi pengalokasian DAU dilakukan melalui penghitungan
kebutuhan fiskal berdasarkan pada unif cost dan target layanan, serta
penghitungan kapasitas fiskal sesual dengan potensi pendapatan
Dacrah schingga lebih mencerminkan kebutuban dan kapasitas fiskal
secara rill. Selain pada aspek pengalckasian, reformulasi DAU
dilakukan pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong
kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat. Sementara itu, DAK
akan lebih difokuskan pada upaya mendukung Daerah dalam
pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja,
sckaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan
antar-Daerah.

TED juga memasukkan dana transfer yang diatur dalam
peraturan perundangan lainnva, vaitu Dana Otonemi Khusus Acch,
Papua, dan Papua Barat, Dana Keistimewaan Provinsi Dacrah [stimewa
Yogyakarta, dan Dana Desa. Hal ini dimaksudkan untuk
menggabungkan dana-dana tersebut dalam taksonomi TKD secara
utuh, sckaligus melakukan penguatan dalam rangka mendorong
proses alokasi yvang lebih tepatl, transparan, dan akuntabel, serta
mendorong perbaikan kinerja layanan masyarakat melalui pencrapan
target kinerja.

Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal tertentu kepada
Daerah  tertentu, scbagal bentuk penghargaan dan sckaligus
merangsang kinerja Daerah dalam pengelolaan Keuangan Dacrah,
pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upava
peningkatan kesejahteraan masyarakat,

4, Pemblayaan Utang Dacrah dan Sinergi Pendanaan

Kemampuan Keunngan Daerah masih relatif terbatas dalam
mendanai penyediaan sarana dan prasarana publik. Dalam rangka
mendukung Daerah dalam pembangunan dan penyelenggaraan
pelayanan kepada masyarakat, Daerah dapat mengakses sumber-
sumber Pembiaynan Utang Daerah, balk vang berskema konvenstonal
maupun syariah, meliputi Pinjaman Daerah, Obligasi Deerah, dan
Sukuk Daerah. Skema Pinjaman Daerah akan didasarkan pada
penggunaannya dan bukan pada periodisasi janghka waktu pinjaman,
meliputi pinjaman uniuk pengelolaan kas, pembiayaan pembangunan
infrastruktur Daerah, pengelolaan poricfolio utang Daerah, dan
penerdsan pinjaman doan/atau penyertaan modal BUMD. Selain itu,
jenis Pinjaman Daerah akan diperluas, vaitu pinjaman tunai dan
pinjaman kegiatan.

Daerah . . .
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Daerah juga diberi pilihan untuk mengakses Pembiayaan kreatif
berupa Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. Perluasan akses
Pembiayaan bagi Daerah juga dilkuti dengan penyederhanaan proses
pelaksanaan Pembiayaan, antara lain melalui  pengintegrasian
persctujuan DPRD atas Pembiayaan Utang Daerah dalam proses
pembahasan rancangan APBD. Selain itu, Pemerintah mendorong
adanya sinergi pendansan antar-sumber pendapatan dan/atau
Pembiayaan Utang Daerah, baik dari PAD, TKD, Pembiayaan Utang
Daerah, kerja sama antar-Daerah, dan kerjasama antara Pemerintah
Daerah dengan Badan Ussha dalam rangka penguatan sumber
pendanaan program,/kegiatan agar memberikan manfaat yang lebih
signifikan.

5. Pengelolaan Belanja Daerah

Selain perbaikan kebijakan dari aspek input, Undang-Undang ind
mendorong peningkatan kualitas Belanjn Dacrah. Belanja Daerah
masih didominasi oleh belanja aparatur dan belanja operasional rutin
dan dikelola dengan kurang efisien, serta tidak didukung dengan
sumber dayn manusia pengelola Keuangan Daerah yvang memadad.
Belanja Daerah masih dianggarkan relatif minimal dalam mendulkung
belanja vang berorientasi pada lavanan infrastruktur publik sehingga
tidak dapat secara oplimal mendukung pencapaian  oufcome
pembangunan Dacrah dan pertumbuhan ekonomi Daerah. Selain i,
Belanja Dacrah scring kall masih berjalan sendiri-sendiri dengan
program dan kegiatan kecil-kecil yang tidak fokus sehingga pada
akhirnya output dan/atau outcomes tdak memberikan dampak
perbatkan yvang signifikan bagl masyarakat, serta tidak terhubung
dengan prioritas nasional dan arah kebijakan fiskal nasional.

Untuk itu, diperiukan pengaturan dan penguatan disiplin Belanja
Daerah dalam APBD. Perbaikan pengaturan tersebut dilakukan mulai
dari penganggaran Belanja Daerah, simplifikasi dan sinkronisasi
program prioritas Daerah dengan prioritas nasional, serta penyusunan
Belanja Dacrah yang didasarkan atas standar harga (belanja operasi
dan tunjangan kinerja Daerah) dan analisis standar belanja. Selain i,
penguatan disiplin Belanja Daerah dilakukan dengan pengnturan
alokasi Belanja Daerah, seperti kewajiban untuk memenuhi porsi
tertentu atas jenis belanja tertentu, balk yang dimandatkan aleh
ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dalam Undang-
Undang ini, serta optimalisasi penggunaan SiL.PA berbasis kinerja.

Lebih . ..
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Lebih lanjut, peningkatan kualitas Belanja Daerah juga dilakukan
melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pengelola
keuangan di Pemerintah Daerah dan penguatan aspek pengawasan.
Untuk itu, Undang-Undang inl juga memandatkan adanva sertifikasi
bagi aparatur pengelola keuangan di Pemerintah Daerah, dan
keterlibatan aparatl pengawas intern Pemerintah yang bertanggung
jawab langsung kepada Presiden untuk melakukan pengawasan intern
atas rancangan APBD ataupun pelaksanaan atas APBD, dan
melakukan penguatan kapabilitas terhadap aparat pengawas intern
Pemerintah Daerah.

Undang-Undang ini juga memberikan ruang bagl dasrah-daerah
tertentu vang mempunyal kapasitas fiskal memadal dan telah
menyelenggarakan dengan baik segala urusan wajib layanan dasar,
untuk dapat membeniuk Dana Abadi Dacrah yang bertujuan untuk
mendapathkan manfaat yang bersifat lintas generasi.

6. Sinergl Kebijakan Fiskal Nasional

Penguatan tata kelola hubungan kevangan antara Pemermniah
dan Pemerintahan Dacrah tidak dapat berdiri sendin untuk menjawab
tantangan dalam mewujudkan tujuan bernegara. Kebijakan [skal
terdiri atas fungsi aiokasi, distribusi, dan stabilisasi sehingga
pelaksanaan kebijakan fiskal di Daerah harus sinergis dengan
kebijakan fiskal di Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan seluruh
instrumen kebijjakan fiskal dalam mencapail tujuan bernegara. Untuk
itu, Undang-Undang ini juga mengatur bagaimana melaksanakan
sinergl kebijakan fiskal nagional, vang dilakukan antara lain melalui
penyelarasan kebijakan fskal pusat dan Daerah, penetapan batas
maksimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah, pengendalian
dalam kondisi darurat, serta sinergl bagan akun standar. Sinergl
kebijakan fiskal nasional tersebul didukung oleh sistem informasi yang
dapat mengonsolidasikan laporan keuangsn pemerintzshan secara
nasional sesuai dengan bagan akun standar yang terintegrasi antara
Pemerintah don  Pemerintahan Daerah, menyajikan  informasi
Keuangan Daerah secara nasional, serta menghasilkan kebijakan yang
didasarkan pada pemantauvan dan evaluaai atas Hubungan Keuangan
antara Pemerintah dan Pemerintaban Daerah vang terukur dan
terstruktur.
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Dengan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang ini,
diharapkan layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok nusantara
dapat makin merata dan dengan kualitas yang memadat. Pengaturan-
pengaturan yang terkait dengan pengelolaan perpajakan Daerah, TKD,
Pembiayaan Utang Daerah, dan pengendalian APBD diharapkan
memberikan kemampuan kepada Pemerintah Daerah untuk secara
bersama-samna dan sinergis dengan Pemerintah mencapal tujuan
pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

lIl. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelaa.

Pasal 2
Cukup jclas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pazal 6
Ayat (1)
Culiup jelas.
Ayat (2]
Humaf &
Yang dimaksud dengan “potensinya kurang memadai”
adalah potensi penerimaan dard suatu jenis Pajak yang
nilainya terlalu kecil schingga biayn operasional
pemungutannya lebih besar dibandingkan dengan hasil
PUNEUANAYA.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3). ..
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal &
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukcup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Hurufl &
Cukup jelas.
Huruf b
Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan selerusnya
dibedakan sesuni dengan jenis kendaraan berdasarkan
kategor! jumlah roda kendaraan.
Contob: Orang pribadi atau Badan yang memiliki satu
Kendaraan Bermotor roda 2 [(dua), satu
Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga), dan satu
Kendaraan Bermotor roda 4 (empat] masing-
masing diperdakukan schagai kepemilikan
pertama  sehingga tdak dikenakan pajak
progresii
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan
seterusnya dibedakan sesual dengan jenis kendaraan
berdasarkan kategori jumlah roda kendaraan.

Contoh: Orang pribadi atau Badan yang memiliki satu
Kendsrnan Bermotor roda 2 [dua), satu
Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga), dan satu
Kendaraan Bermotor roda 4 (empat] masing-
masing diperlakukan sebagai  kepemilikan
pertama schingge tidak  dikenakan pajak
progresif.

Ayat (3). ..
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Culkup jelns.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
BBNKB hanya dikenakan atas penyernhan pertama Kendaran
Bermotor, sedangkan wuntuk penyerahan kedua dan
seterusnya atas Kendaraan Bermotor tersebut (kendaraan
bekas) bukan merupekan objek BENKB

Ayat [2)
Cukup jelas,

Avat (3)
Cukup jelas.

Avat (4)
Hurufa
Cuktup jelas,

Huruf b

Pemasukan Kendaraan Bermotor untuk dikeluarkan

kemball dari wilayvah kepabeanan [ndonesia merupakan

tmpor sementara vang dimaksudkan untuk dickspor

kembali sesuni dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang kepabeanan, contoh:

. kendarsan yang dibawa oleh wisatawan;

2. kendaraan vang digunakan teknisi, wartawan, tenags
ahli; dan

3, kendaraan proyek vang digunakan sementara waktu
yang pada saat pengimporannya telah jelas bahwa
barang tersebut akan diekapor kembali.

Huruf ¢
Culcup jelas.

Ayat (3). . .
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Cukup jelas.

Pasal 13

Culcup jelns.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cubup jelns

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas,

Fasal 18

Culkup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas,

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 2]

Cukup jelas,

Pasal 22

Cukup jelas.

Pa=zal 23

Cukup jelas,

Pasal 24

Cukup jelas,

Pasal 25
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Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat [2)
Cukup jelas.
Avat [3)

Stabilisasi harga dilakukan dalam rangka pengendalian risiko
fiskal dan ekonomi.

Ayat [4)

Cukup jelas,
Ayart (o)

Culup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pazal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas,

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Bobot  Air Permuksan dihitung dengan menggunakan
indikator-indikator VANE meénunjukkan dampak
pengambilan /pemanfaatan  Air  Permukaan  terhadap
lingkungan.

Avat (5)
Cukup jelas.

Ayat [6)
Cukup jelas.

Pasal 31...
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Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas,

Pasal 34

Cukup jelas,

Pasal 15

Cukup jelas,

Pasal 36

Cukup jelas,

Pasal 37

Culeup jelas,

Pasal 38
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Huruf o

Culoup jelas.

Huruaf [

Culmap jelas.

Hurufg. ..
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Huruf g
Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan
untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid
Transit), lintas raya terpadu (Light Rall Transit), atau
yang sejenis” adalah jalur rel yang digunakan sebagai
infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel
dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti
kantor, gedung parkir, bunge, fasilitas makan/minum,
dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf |
Cukup jeias.

Pasal 39
Cukup jelas,

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 4]
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas,

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cubiup jelas,

Pazal 45
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat |2}
Cukup jelas.

Avat |3)
Culkup jelas.

Avat [2). ..
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Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat [7)

Perolehan hak karena hibah wasiat alau waris tertentu antara
lain waris atau hibah waslat yang berlaku pada kebudayaan
dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan
yang diperaleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan

kemhbal:
Avat [B)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasaal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Paszal 51
Avat [1)
Hunif a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan
dan/atau Minuman:

1.

SK No 104190 A

Toko Roti A melakukan penjuelan roti dan minuman
kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain
|pabrik roti}, kemudian didistribusikan melalui Toko
Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A
tidak menvediakan meja, kursi, dan/atau peralatan
makan di lokasi penjualan, Oleh karena itu, Toko
Roli A tidek memenuhi kriteria Restoran, sehingga
atas penjualan roti dan minuman yvang dilakukan
tidak terutang PBRIT, melainkan merupakan objek
pajak pertambahan nilai.

2. Toko . .,
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Huruf b

X

PRESIDEM
REPLIBLIK INDOHESIA

.16 -

Toko Hou dengan merek dagang 8 pada Mal X di Kota
Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada
konsumen. Roti diproduksi dan tempat lain (pabrik
roti], kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B
untuk  dijusl kepada  konsumen.  Untuk
meningkatkan pelayanannya kepada konsumen,
Toko Roti B menyediakan meja dan kurst kepada
Honsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena
itu, tocko roti dimaksud merupakan Restoran
schingga atas penjualan roti dan minuman yang
didlakukan terutang PBJT bukan objek pajak
pertambahan nilad,

Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusal
Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi [proses
pembuatan dan pengolahan bohan menjadi roti)
sckaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko
dimaksud hanya melakukan pembuatan dan
penjualan  langsung kepada konsumen tanpa
menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan
mekan di lokasi penjualan, Oleh karena itu, Toko
Roti dimaksud tdak memenuhi kriteria Restoran
sehingga atas penjualan roti dan minuman yang
dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan
merupakan objek pajak pertambahan nilal. Dengan
demikian, meskipun ntas toko roti yang memilild
merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedann
perlakuan perpajekan, bergantung pada pelayanan
riil toko roti apakah hanva menjual (distribusi) atau
memberikan pelayanan selayaknyn Restoran.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Culcup jelns.

Pasal 52

SK No 104191 A

Cukup jelas.

Pasal 53 ...



Pasal 53
Ayat (1)
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Hurufa

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf d

Culcup jelas,

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf £

Culcup jelaa,

Hurul g

Cukup jelas.

Huruf b

Culcup jelas.

Huruf i

Cukup [elas.

Huruf j

=17 =

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi vang
difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen,
dan kondominiim yang disediakan sebagai jasa
akomodasi selayaknya akomodas! hotel, tetapl tidak
termasuk bentuk perscwaan (kontrak) jangka panjang
(kebih dar satu bulan).

Huruf k
Culup jelas

Ayat (2]

Hurufl a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Hurufe . ..
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Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “persewaan muangan untuk
diusahakan di hotel” adalah ruangan vang disewa oleh
pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegintan usaha
sepert] kantor, toko, atau mesin anjungan tunal mandir
[ATM) d: dalam hotel.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

SK No 104139 A

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelaa.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas,

Huruf d
Culcup jelas.

Huruf e
Cukup jelaa,

Huruf f
Culkup pelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan®
adalan bentuk permainan yvang berada di dalam
kawasan arena cdan/atau taman bermain vang dipungut
bayaran, balk yang berada di dalam ruangan maupun di
luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola
ke dalam keranjang, paintbhall, dan sebagainya.

Hurufi. ..
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Huruf |
Yang dimaksud dengan “olahraga permatnan® adalah
bentuk persewaan ruang dan alal olahraga seperti
tempat kebugaran (fiiness center, lapangan futsal,
lapangan tenis, kolarmn renang, dan sebagainya vang
dikennkan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jclas.

Huruf |
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Paszal 56

Ayat (1)
Cubup jelas.

Ayat (2)
Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh
Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan
oleh pihak ketign berupa tempat tinggal yang difungsikan
scbagai hotel. Dalam kondisl dimaksud, vang menjadi Wajib
Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat
tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen
akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan
melatui platform digital,

Pasal 57
Culkup jelas,

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pazal 60 _ . .
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Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cubtup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Avat {1}
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan
penggunagn Air Tanah di sumbernyva tanpa dilakukan
pengambilan
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas,

Pasal 71
Cukup jelas,

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73, ..
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Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas,

Pasal 73
Culbcup jelas.

Paaal ThH
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas,

Pasal B1
Cubup jelas,

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas,

Pasal B4
Cukup jelas,

Paszal B5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas,

Ayat (3) . .
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Avat (3]
Cukup jelas.
Avat (4]
Cukup jelas.
Avat (5]
Hurufl a
Penggunaan variabel lainnya dalam bagi hasil PHBKB
dengan bobot paling tinggl sebesar 30% [Hga puluh
persen) merupakan kewenangan Daerah masing-masing
sesual dengan kebijjakan Deerah.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Culcup jelas.

Ayat (6]
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal B7
Cukup jelas.

Pasal 88
Avat (1)
Cukup jelas.

Ayat [2)
Cukup jelas.

Avat (3)
Cukup jeias.

Ayat [4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayal [6)
Cukup jefas.

Ayat (7). ..
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Ayat {7)
Cukup jelas.
Ayat (8)

Penambahay jenis Retribusi misalnya adalah pelayanan
pengendalian perkebunan kelapa sawit.

Avat [4)
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas,

Pasal 90
Cukup jelas,

Pasal 91
Cukup jelas,

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas,

Pasal 94
Cukup pelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pusal 96
Ayat (1)
Cukup jelas,

Ayat (2)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah
kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau
tingkat likunditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi,

Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian vang
sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib
Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai
objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Pasal 97 ...

SK No [04]44 A



Pazal Q7

Cukup jelas,

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Culcup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cubup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pazal 104

Cukup jelas,

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas,

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pazal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

SK Mo 104145 A
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Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Ayat (1)

DBH dan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan
Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri termasuk
yang pemungutannya bersifat final berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Ayat (2]
Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota penghasil® adalah
kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar.

Ayat {3)
Cukup jelas.

Pazal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas,

Pasal 115
Ayat (1)
Penerimaan sumber daya alam kehutanan yang dibagihasitkan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Ayat (2)
Huruf a
Culeup jelas,
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota penghasil”
adalabh  kabupaten/kota yang menjadi  tempat
pengusahaan hutan.
Avat (3)
Huruf a
Cukup jelas,
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota penghasil®
adalah kabupaten/kota vang menjadi tempat
pengusahaan hutan,

Hurufe. ..
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Huruf e
Cukup jelas.
Huruf d
Cubcup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “provinsi penghasil® adalah provinsi
yang menjadi lempat pengusahaan hutan,

Avat |5)
Cukup jelas.
Pasal 116
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cubup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota penghasil®
adalah kabupaten/kotma vang menjadi wilayah
pertambangan mineral dan batu bara.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “provinsi penghasil® adalah provinsi
yvang menjadi wilayah pertambangan mineral dan batu bara.
Pertambangan yang berada di atas 12 (dua belas) mil tidak
dibagihasilkan mengingat kewenangan batas wilayah Daerah
adalah sampai dengan 12 [dua belas) mil laut sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (4)
Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kabupaten;/kota penghasil®
adalah kabupaten/kota yang menjadi lokasi tambang
mineral dan batu bare yvang telah berproduks: dan
menghasilkan komeoditas tambang mineral dan batu
bara.
Hurufl ¢
Cukup jelas.

Hurufd . ..
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Huruf d
Culkup jelas,

Huruf e
Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota pengolah®
adalah kabupaten/kota yang menjadi lokasi pengolahan
mineral dan batu bara dan berisiko terkena dampak
ekternalitas negatif.

Ayat (5)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “provins: penghasil® adalah
provinsi vang menjadi lokasi tambang mineral dan batu
bara yang telah berproduksi dan menghasilkan
komoditas tambang mineral dan batu bara.

Huruf b
Culoup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas,

Pasal 117
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat [2)

Huruf a
Culup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota penghasil®
adalah ksbupaten/kotn yang menghasilkan minyak
burmi berdasarikan kriteria vang ditetapkan aleh menteri
yang membidangi Urusan Pemerintahan di bidang
pertambangan minyak dan gas bumi,

Hurul ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Culoup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota pengolah®
adalah kabupaten /kota yang menjadi lokas: pengolahan
minyak bumi dan berisiko terkena dampak eksternalitas
negatif

Ayat [3). ..
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Ayat (3)
Huaruf a
Yang dimaksud dengan “provinai penghasil® adalah
provins: yvang menghasilkan minyak bumi berdasarkan
kriteria yang ditelapkan oleh menteri yang membidang
Urusan Pemerintahan di bidang pertambangan minyak
dan gas bumi.
Hurufl b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat [4]
Hurul &
Cukup jelas.
Hurul b
Yang dimaksud dengan "kabupaten/kota penghasil”
adalah kabupaten/kota yang menghasilkan gas bumi
berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang
membidangi Urusan Pemerintahan di  bidang
pertambangan minyak dan gns bumi.
Huruf e ;
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelaa.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota pengolah”™
adalah kabupaten /kota yang menjadi lokasi pengolahan
gas bumi dan berisiko terkena dampak cksternalitas
negatif.
Ayat {5)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “provinsi penghasil” adalah
provinsi vang menghasilkan gas bumi berdasarkan
kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi
Urusan Pemerintahan di bidang pertambangan minyak
dan gas bumi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.

Pasal 118. ..
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Pasal 118
Ayat (1)
Culkup jelas
Ayat ()
Cukup jelas.
Avat (3]
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota penghasil”
adalah kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja
panas bumi.
Huruf ¢
Culoup jelas.
Hurul d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota pengolah”
adalah kabuparten /kota yvang menjadi lokasi pengolahan
panas bumi dan berisiko terkena dampak eksternalitas
negatif.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120

Bagian dari 90% (sembilan pulub persen) DBH SDA tersebut,

termasuk yang ditujukan untuk:

a. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama;

h. kabupaten/kota vang berbatasan langsung balk dalam provinsi
yang sama maupun berbeda;

©. kabupaten/kota pengolah,

dengan mempertimbangkan anrara lain dampak eksternalitas.

Kinerja Pemerintah Daerah merupakan kinerja Pemerintah Daerah

dalam mendukung antara lain optimalisasi penerimaan negara,

seperti pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak dan/atau

kinerja pemeliharaan Hnghkungan, scperti pengelolaan lingkungan

dan energ ramah lingkungan.

Fasal 121
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Paszal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Ayat (1)
Jenis DBH lainnya antara lain dapat berupa bagi hasil yang
terkait dengan perkebunan sawit,
Ayat (2)
Cukup jelas.
Avar [3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 124
Ayat (1)

Penghitungan  kebutuhan  pelavanan  publik  juga
mempertimbangkan kesinergisan pendanaan pelaksanaan
urusan antara Pemerintah dan Daerah.

Avat [2)
Cukup jelas.

Ayat (3]
Yang dimaksud dengan “karakteristik tertentu” adalah
karakteristik  kewilayahan, seperti letak geografis dan
perekonomian Daerah,

Pasal 125

Ayat (1)
DAU = Celah Fiskal (CF]

Ayat [2)
Celah Fiskal [CF) = Kebutuhan Fiskal - potensi pendapatan

Daerah.

Ayat (3)
Penghitungan keburuhan dasar penyelenggaraan
pemerintahan memperhitungkan antara lain  kebutuhan
penggajian aparatur sipil negara, baik PNS maupun PPPK.

Ayat (8} ...
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Ayat (4)
Untuk provinsi, PAD tidak termasuk PAD yang dibagihasilkan
ke kabupaten dan kota dan untuk kabupaten dan koia
termasuk PAD vang dibagihasilkan dari provinsi, Alokasi DAK
nonfisitk yang diperhitungkan antara lain adalah bidang
pendidikan dan kesehatan.

Pazal 126

Avat (1)
Jumlah unit target layanan diperoleh dan lembaga statistik
Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang
menerbitkan data.

Avat [2)
Yang dimaksud dengan “biaya investasi® adalah rerata 3 {tiga)
tahun Belanja Daerah sektor tertentu dibagi dengan rerata 3
{tiga] tahun target layanan,

Ayat (3)
Cukup jelas.

Avat [4)
Karakteristik wilayah misalnya Daerah wyang bercin
kepulauan dan Daerah dengan basma perekonomian tertentu
seperti sektor pariwisata atau sektor pertanian dan perikanan
yang mendukung ketahanan pangan.

Pasal 127
Cukup jelas,

Pasal 128

Ayat (1)
DAU Provinsl, = Bobot provinsy x jumlah DAU provinsi

dalam kelompok provinsi.

Ayat (2}
Bobot Prow, - CF Prow,
LCF Prow
diman,

CF Provinai, = Celah Fiskal untuk provinsi,
YCF Provinsi = jumlah Celah Fiskal seluruh provinsi dalam
kelompok provinsi,

Pasal 129 ...
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Pasal 129
Ayat (1)
DAU kabupaten /kota = Bobot kabupaten/kota, x
jumlash DAU kabupaten dan
kota dalam kelompok

knbupaten /kota.
Ayat (2}
CF Kab/Kora:

Bobot Kab = —

IKota= e ab  Kota
dimana,
CF kabupaten, kota, = Celah Fiskal untuk

kabupaten/kota,.

CF kabupaten dan kom = jumlah Celah Fiskal seluruh
kabupaten dan kota dalam
kelompok kabupaten fkota.

Pasal 130

Ayat 1)
Cukup jelas.

Avat {2)
Cukup jelas,

Ayat (3)
Bagi Dacrah yang tidak menerima aslokasi DAU, untuk
mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta
pemberdayaan masyarakat dl kelurahan diperhitungkan dari
alokasl DBH.

Pasal 131
Avat 1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Avat (4] ., .
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Ayat (4)
Penyinergian DAK dengan pendanaan lainnya bertujuan
unituk mendukung pencapajan program, kegiatan, dan/atau
kebijakan tertennu.
Pendanaan lainnys dapat berasal dar TKD lainnya,
Pembiayaan Utang Daerab, APBD, kerja sama pemerintah
din badan usaha, kerja sama antar-Daerah, dan belanja
kementerian/lembaga.
Belanja kementerian /lembaga vang masith mendanai urusan
Daerah dialihkan menjadi DAX dalam hal Daerah telah
memiliki kinerfa baik dalam pengelolaan APBD.

Ayat {3)
Cukup jelas.

Avat |6)
Cukup jelas.

Ayat [7)
Cukup jelas.

Pasal 132

Avat (1)
Dana Otonomi Khusus bertujuan untuk  mendukung
penyelengearaan otonomd khusus berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3]
Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)
Dana  Keistimewaan bertujuan untuk mendukung
penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Ayat (2)
Cukup jelas,

Ayat {3)
Cukup jelas.

Ayat [4)
Cukup jeias,

Pasal 134 , .
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Pasal 134

Ayat (1)
Dana Desa bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, pemberdayasan masyarakat,
dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa.

Ayat (2)
Culkup jelas.

Ayat (3)
Cubcup jelas.

Ayat [4)
Culkup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136

Avat [1)
Cukup jelas.

Ayat [2)
Yang dimaksud dengan “lokasi® adalah letak pengusahaan
hutan, tambang, kepala sumur minyak bumi atau gas bumi,
dan/atau wilayah kerja panas bumi yang menjadi dasar
penetapan Daerah penghasil sumber daya alam.

Ayat (3} :
Cukup jelas,

Ayat (4]
Cukup jelas.

Ayat {5]
Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1]
Yang dimaksud dengan “dialokasikan secara mandiri” adalah
alokasi TKD dalam statusnya sebagai daerah otonom baru
yang pechitungannya sesuni dengan formula yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai
TKD.

Avat [2)
Cukup jelas,

Ayat (3) . .
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Avat (4]

Yang dimaksud dengan “lokasi® adalah letak pengusahaan
hutan, tambang, kepala sumur minyak bumi atau gas bumi,
dan/atau wilayah kerja panas bumi yvang menjadi dasar
penetapan Daerah penghasil sumber daya alam.

Ayat (5]
Cukup jelas,

Pasal 138

Ayat (1)
Penyaluran TKD dapat dilakukan secara langsung ke
rekening penerima manfaat, seperti desa dan/atau sekolah
Dalam hal penyaluran TKD dilaksanakan dengan mekanisme
tersebut, transaksi dimaksud tetap tercatat dalam APBD,

Avat (2)
Dalam rangka pengelolaan kas pemerintahan yang efektif dan
efisien, penyaluran dilaksanakan dalam skema pengelolaan
kas Daerah yang terpadu. Hal ini dapat dilakukan melalu
penggunaan akun tertentu yang dikelola oleh Pemerintah
vang merepresentasikan rekening kas tiap-tiap Daerah.

Pasal 139
Cukup jelas.

Paszal 140
Cukup jelas,

Pasal 14]
Culeup jelas.

Pasal 142
Culcup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

FPasal 144

Cukup jelas.
Pasal 145 , ..
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Avat (1)

Alokasi belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan
Daerah tertentu yang besarannya telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti
anggaran pendidikan, anggaran keschatan, dan alokasi dana
desa.

Avat [2)

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Belanja pegawai Daerah termasuk di dalamnya aparatur sipil
negara, Kepala Daerah, dan anggota DPRD. Belanja pegawat
Daerah pada ayat ini tidak termasuk belanja untuk tambahan
penghasilan guru, tunjangan khusus guruy, tunjangan profesi
guru, dan tunjangan sejenis lainnya yvang bersumber dari
TED yang telah ditentukan penggunaannya,

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3]

Cukup jelas.

Pasal 147
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Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “belanja infrastruktur pelayanan
publik® adalah belanjs mfrastruktur Daerah yang langsung
terkalt dengan percepatan pembangunan  dan/atau
pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientas
pada pembangunan ekonomi Daerah dalam rangka
meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan,
dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik
antar-Doernh.

Yang dimaksud dengan “belanja bag hasil dan/atau transfer
kepada Dacrabh dan/atau desa” adalah belanja bagi hasil
dan/atau transfer yang diwajfibkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, antara lain bagi hasil Pajak
provinsi Repada kasbupaten/kota, bagi hasil Pajak dan
Retribusi kabupaten/kota kepada desa, dan transfer kepada
desa yang berasal dari Dana Desa dan alokasi dana desa.

Ayat (2) . ..
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Ayat (2]

Cukup jelas.
Ayat [3)

Cukuap jelas.
Avat [4)

Cukup jelas,

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Culkup jelas.

Pasal 151
Cultup jelas,

Pasal 152
Ayat (1)
Cukup jelas,

Ayat 2]
Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu® adalah dalam
rangka menjolankan arahan Presiden untuk kepentingan
strategis nasionpal dan untuk memberikan masukan yang
bersifat lintas sektor.

Ayat (3]
Cukup jelas.

Ayat [4)
Cukup jelas.

Pasal 153 |
Cukup jelas.

Pasal 154
Avat (1]
Cukup jelas.
Ayat {2
Cukup jelas

Avat (3) . ..
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Avat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5]

Cukup jelas.

Ayat (B)
Cukup jelas.

Ayal (T)
Yang dimaksud “dalam hal tertentu” wodalah kondisi
kedaruratan yang mengoakibatkan perkiraan pendapatan
Daerah mengalam: penurunan paling sedikat 20% (dua puluh
persen) darl APBD.

Avat (8)
Cukup jelas.

Pasal 155
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat [2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud “lembaga keuangan bank atau lembags
keuangan bukan bank”™ adalah lembaga keuangan vang
dianggap mampu aleh Menteri

Ayat (4
Cukup jclas.

Avar (5)
Cukup jelas.

Pasal 156
Culcup jelaa,

Faszal 157
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Culup ielas.

Awvat (3] .
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Avat (3)
Hasil penjualan Obligasi Daerah dan Sukuk Daernh digunakan
untuk memblayal investasi sektor publik yang menghasilkan
penerimaan dan/atau memberikan manfaatl bagi masyarakat.
Ayat (4)
Cukup jelas,
Ayat (5
Culoap jelas.

Pasal 158
Avat (1)
Dasar penerbitan Sukuk Daecrah tidak dimaksudkan sebagai
juminan penerbitan Sukuk Daerah,

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan *selain tanah dan/atau bangunan”
dapat berupa barang berwujud ataupun barang tidak
berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan/atau memiliki
aliran penerimaan kas,

Avat (3}
Cukup jelas.

Pasal 159
Culoup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162

Ayat [1)
Yang dimaksud dengan “dana TKD yang tidak ditentukan
penggunaannya” adalah DAU dan/atau DBH yang tidak
ditentukan penggunaannya sesuai  dengan  ketentuan
peEraturan perundangan.

Avat [2)
Cukup jelas.

Pasal 163, , |
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Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Ayat (1]

Cukup jelasz.

Ayat (2]

Yang dimaksud dengan “investasl yang bebas dar risiko
penurunan nilai® adalah penempatan dana pada instrumen
keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang
telah diakui kredibilitasnya sehingga nilai pokok/awal
investasi tidak dipengaruhi fluktuasi di pasar uang/ pasar
modal; fluktuasi hanya akan memengaruhi imbal hasil.
Contoh penempatan dengan kriteria demikian misalnya
adalah investasi pada Surat Berharga Negara hingga jatuh
tempo atau tidak merealisasikan kerugian pada saat dijual,
serta deposite pada bank yang sehat.

Ayat [3)

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Culup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

SK No 104161 A

Ayat (1)

Sinergl dimaksud dalam rangka mendukung pengelolaan
fiskal pusat dan Daerah yang terintegrasi antara lain adalah
refocusing, penyesualan Belanja Daerah dan belanja pusat,
mendukung  kebijakan anti-cyclical, serta penyelarasan
kebijakan fiskal nasional dan target capaian pembangunan
nasional.

Ayat (2) . ..



X

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

'4'11

Ayat |2}
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas,

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Yang dimaksud dengan “kondisi darurat” adalah memburuknya
kondis! ekonomi makro dan keuangan yang menyebabkan fungst
dan peran APBN dan APBD tidak dapat berjalan secara efektif dan
efisien, antara lain:

a. proveks! pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi
asumsi dasar ekonomi makro lainnya secara signifikan;

b, proyeks| penurunan pendapatan negara/Daerah dan/atau
meningkatnys belanja negara/Daerah  secara  signifikan,
dan fatau

c. adanyn ancaman yang membahayakan perekonomian nasional
dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Pasal 174
Sinergi bagan akun standar merupakan upava sinergi dan
pengintegrasinn antara bagan akun standar padan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176

Konsolidasi informasi keuangan Pemerintah Daerah meliputi
informasi keuangan, informasi kinerja, informasi publik, informasi
cksekutif, dan informasi terkait lainnya termasuk data transaksi
Pemerintah Daerah, sclaras dengan bagan alkun standar untuk
Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan bagan akun standar
untuk Pemerintah Pusat, dengan tujuan menciptakan statistik
keuangan dan laporan keuarngan secara nasional yang selaras dan
terkonsolidasi yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan angearan, dan pelaporan,

Pasal 177 . ..
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Pasal 177
Informasi lainnya antara lain adalah informasi kepegawaian dan
layanan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Ayat (1)
Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan
TED dan pelaksanaan APBD sctidaknya berfokus pada
1) pelaksanaan belanja wajib (mandatory spending), seperti
belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; i) likuiditas
Keuangan Dserah; iii] SiLPA; serta iv) pemantavan dan

evaluasi terhadap pencapaian cutput atas program-program
prioritas nasional dan Daerah,

Ayat |2
Cukup jelas.

Aval 13}
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas.

Pasal 186 . . .
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Pasal 186
Culcup jelas.

Pasal 187
Cukup jeias.

Pasnl 188
Cukup jelas.

Pasal 189
Culcup jelas.

Pasal 190
Culcup jelas

Pasal 191
Cukup jeins.

Pasal 192
Culcup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.
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